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KATA PENGANTAR 

Sebagaimana telah kita pahami bersama, pelaksanaan otonomi daerah 
telah menjadi komitmen nasional. Dalam kaitan tersebut, pemerintah 
pusat berkewajiban mendorong pelaksanaan otonomi daerah tersebut. 

Penerbitan buku pedoman ini merupakan respon positif terhadap 
berbagai pertanyaan dan permintaan sehubungan dengan pelaksanaan 
otonomi daerah. Buku pedoman ini diharapkan dapat dijadikan salah 
satu pegangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah 
Propinsi dan seluruh masyarakat terutama para praktisi dan para 
akademisi di berbagai kegiatan yang dalam tugas dan kegiatannya 
berkaitan dengan penataan ruang di kawasan kabupaten, kawasan 
kota dan kawasan propinsi. Dalam proses penyusunannya telah 
dilibatkan berbagai kalangan masyarakat dan para akademisi dari 
Perguruan Tinggi terkemuka. Disamping itu kami juga telah 
melaksanakan sosialisasi dan temu wicara dengan Pemerintah 
Daerah, Perguruan Tinggi serta Tokoh Masyarakat. 

Pedoman ini berisi kriteria, konsep dasar, proses standar, ketentuan 
umum, dasar peninjauan kembali, kriteria peninjauan kembali, dan 
tata cara peninjauan kembali. Rencana Tata Ruang Kawasan Wilayah 
Kabupaten, Wilayah Perkotaan dan Wilayah Propinsi, yang semuanya 
ini merupakan pedoman umum yang berlaku secara nasional. Dalam 
pelaksanaan ada kemungkinan ditemukan hal-hal yang perlu dipertajam 
dan kurang sesuai dengan kondisi setempat. Oleh karena itu 
pelaksanaannya tentu dapat disesuaikan dengan karakteristik setempat. 

Kami harapkan upaya fasilitasi pemerintah ini tidak selesai dengan 
adanya pedoman ini, namun dapat dilanjutkan dengan upaya 
penyebarluasan dan penyempurnaannya. Untuk itu segala masukan, 
saran maupun kritik untuk perbaikan pedoman ini sangat kami hargai. 
Akhirnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan 
pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih. 

Departemen Permukiman dan Prasaran Wilayah 
Direktur Jenderal Penataan Ruang 

Ir. Sjarifuddin Akil 

y 
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MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI 
PERMUKIMANDANPRASARANA WILAYAH 

NOMOR 327/KPTS/M/2002 
TENTANG 

PENETAPANENAMPEDOMAN 
BIDANG PENATAAN RUANG 

MENTER! PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAY AH, 

Menimbang : a. bahwa untuk perkembangan wilayah propinsi, 
kabupatenlkota dan kawasan perkotaan yang serasi 
dan berkesinambungan harus ditunjang dengan tata 
ruangwilayah. 

b. bahwa rencana tata ruang wilayah mempunyaijenis, 
karakteristik, dan cara penanganan yang berbeda-beda 
sesuai dengan tin~at kebutuhan pengaturan yang 
diperlukan tiap-tiap wilayah; 

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu 
pengaturan dan penetapan kriteria-kriteria teknik, tata 
cara penyusunan, tata cara peninjauan kembali, dan 
pemanfaatanrencana-rencana tataruang wilayah yang 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukiman 
danPrasarana Wilayah. 

Mengingat : 1. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3493); 



2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

4. Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2000 tentang 
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 

5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 
tentang Kabinet Gotong Royong; 

6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 

7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana 
Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman 
dan Prasarana Wilayah. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER! PERMUKIMAN DAN 
PRASARANA WILAY AH TENTANG PENETAP AN 
ENAMPEDOMANBIDANGPENATAANRUANG. 

Kesatu Menetapkan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang 
sebagaimana tercantum pada : 

Lampiran I : Pedoman Penyusunan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Proph1si; 



Kedua 

Ketiga 

Keempat 

Kelima 

Lampiranll : Pedoman Peninjauan Kembali Rencana 
TataRuang WilayahPropinsi; 

Lampinl."lill : Pedoman Penyusunan Rencana Tata 
Ruang WilayahKabupaten; 

LampiranN : Pedoman Peninjauan Kembali Rencana 
TataRuang Wilayah Kabupaten; 

Lampiran V : Pedoman Penyusunan Rencana Tata 
Ruang Kawasan Perkotaan; 

LampiranN : Pedoman Peninjauan Kembali Rencana 
Tata Ruang Kawasan Perkotaan; 

yang merupakan bagian talc terpisahkan dari Keputusan 
Menteri ini. 

PedornansebagaimanadimaksuddalamDiktmnKESATU 
merupakan pedcman dan acuan bagi para penanggung 
jawab pengembangan Wilayah Propinsi, Kabupaten, dan 
Kota serta Kawasan Perkotaan dalam menyusun rencana 
tata ruang wilayah dan kawasan perkotaan. 

Semua ketentuan yang telah ada sepanjang tidak 
bertentangan dengan KeputusanMenteri ini tetap berlaku 
sampai diganti dengan yang baru. 
Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam 
Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah 
Daerah sesuai denganketentuan yang berlaku. 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

be 



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhonnat; 

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 

2. Menteri Dalam Negeri; 

3. Menteri Pertahanan; 

4. Menteri Pertanian; 

5. Menteri Perikanan dan Kelautan; 

6. Menteri Kehutanan; 

7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 

8. Menteri Perhubungan; 

9. Menteri LingkunganHidup; 

10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Bappenas 
selaku Ketua BKTRN. 

11. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 

12. Para Gubemur seluruh Indonesia; 

13. Para Bupati!Walikota seluruh Indonesia; 

14. Sekret:aris Jenderal Departemen Pennukiman dan Prasarana Wilayah; 

15. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pennukiman dan 
Prasarana Wilayah; 

)( 

Ditetapkan di : JAKARTA 
Pada tanggal : 12 Agustus 2002 

MENTERI PERMUKIMAN DAN 
PRASARANA Wll..AYAH 

ttd 
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BAD 1 
PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang, setiap daerah kabupaten perlu menyusun Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten sebagai araban pelalcsanaan 
pembangunan, seja1an cbJgan penerapan deseotralisasi dan otooarni 
daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 yang menitikberatkan kewenangan pelaksanaan 
pembangunan pada PerneJintah Kabupaten, termasuk pdaksanaan 
perencanaan tata ruang wilayah kabupatcn. Penyediaan rujukan 
meagenai proses perencanaan tata rwmg wilayah kabupaten dalam 
bentuk suatu buku pedoman diperlukan untuk membantu 
~naian tujuan-mjuan perena~naan 

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN 
Buku pOOoman ini cfunaksudkan sebagai baban rujukan dalam 
kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wdayah (RTRW) 
Kabupata:L Tujuan dari pecbnan iDi adaJah memberilam acwm bagi 
Pemerintah Kabupaten dalam menyusun KTRW Kabupat.en. 

1.3 RUANG LINGKUP PEDOMAN 
PecbDan iDi meliputi kcptan penyusunan IU'RW KabupateD yang 
bersi&t umum. baku dan minimal barus dipeDubi daJam proses 
peayusunan IURW Kabupaten. 
Pedoman iDi merupakan dasar peoyusunan KI'R.W Kabupaten yang 
mencakup mulai dari persiapan peoyusunan hiDga proses Jcplisasi 
ImtW KabupateD sebagai Peraturan Daerah. 

1.4 SISTEMATIKA PEDOMAN 
Pedoman ini disusun clengan mengi1wti sistematika 5 (lima) bab, 
yaitu: 

Bab 1 Pendahuhuut 
Bab ini berisikan latar bclakang, maksud dan tujuan, 
ruang lingkup dan sistematika dari Pedoman 
Pcnyusuoan Rencana TataRwmg Wdayab Kabupaten. 



Bab 2 

Bab 3 

Bab 4 

Bab 5 

2 

Ketentuan Umum 
Bah ini herisikan pengertian-pengertian dasar yang 
digunakan dalam huku pedoman ini, kedudukan 
RTRW Kahupaten dalam jenjang perencanaan, dan 
pengertian mengenai RTRW Kahupaten itu sendiri 
yang mencakup skala dan jangka waktu perencanaan, 
tujuan dan sasaran, fungsi, dan kedalaman 
suhstansinya. 

Proses dan Mekanisme Penyusunan 
RTRW Kabupaten 
Bah ini menjelaskan proses penyusunan RTRW 
Kahupaten disertai dengan penjelasan mengenai 
kelemhagaan dan peran serta masyarakat dalam 
proses legalisasi RTRW Kabupaten. 

Substansi Data dan Analisis Penyusunan RTRW 
Kabupaten 
Bah ini menjabarkan aspek-aspek yang dianalisis 
dalam penyusunan RTRW Kabupaten disertai dengan 
data/peta yang dihutuhkan dalam analisis tersehut. 

Substansi RTRW Kabupaten 
Bab ini menjeJaskan substansi dari RTRW Kahupaten 
sebagai produk atau keluaran proses penyusunan 
rencana. 

- Pec:Joman PenyuiUflan RTRW Kobupaten -



DAB 2 
KETENTUAN UMUM 

2.1 PENGERTIAN-PENGERTIAN 
Pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalarn penataan ruang 
dan dijelaskan di bawah ini meliputi ruang, tata ruang, penataan 
ruang, rencana tata ruang, wilayah, kawasan lindung, kawasan 
budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan 
tertentu. 

2.1.1 Ruang 
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, 
dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia 
dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memeliham 
kelangsungan hidupnya. 

2.1.2 Tata Ruang 
Tata ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan 
ruaog,baik direncanakan maupun tidak direncanakan. 

2.1.3 Penataan Ruang 
Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruaog, dan pengendalian ruang. 

2.1.4 Rencana Tata Ruang 
Rencana tata ruang adalah basil perencanaan struktur dan pola 
pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur 
pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk 
lingkungan secara biJ:arkis dan sating berhubungan satu dengan 
lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan rqang 
adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya 
dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, 
air, udara, dan sumber daya alam lainnya. 

2.1.5 Wilayah 
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segena.p unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 
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2.1.6 Kawasan 
Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau 
budidaya, yang dijelaskan sebagai berikut : 
• Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan 

fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 
mencakup somber daya alam dan somber daya buatan. 

• Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan 
potensi somber daya alam, somber daya manusia, dan 
somber daya buatan. 

Selain itu, dikenal kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan 
kawasan tertentu yang dijelaskan sebagai berikut. 
• Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai 

kegiatan utama pertanian terrnasuk pengelolaan smnber daya 
alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

• Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai 
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan 
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 
dan kegiatan ekonomi. 

• Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara 
nasional mempunyai nilai satrategis yang penataan ruangnya 
diprioritaskan. 

2.2 KEDUDUKAN RTRW NASIONAL, RTRW PROPINSI, 
DAN RTRW KABUPATEN 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang 
mulai dari tingkat yang sangat omom sampai tingkat yang sangat 
rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan 
dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan 
nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Propinsi, 
RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama 
lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi subst@si maupun 
operasionalisasinya. 
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RTRW Nasional adalah strategi dan araban kebijaksanaan 
pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan 
nasional dan araban pemanfaatan ruang yang memperhatikan 
keterkaitan antar pulau dan antar propinsi. RTRW Nasional 
disusun pada tingkat ketelitian skala 1:1.000.000 dengan jangka 
waktu perencanaan selama 25 tahun. 
RTRW Propinsi merupakan strategi dan araban kebijaksanaan 
pemanfaatan ruang wilayah propinsi yang berfokus pada 
keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota karena 
perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari 
wilayah lain di sekitarnya. RTRW Propinsi disusun pada tingkat 
ketelitian skala 1:250.000 dengan jangka waktu perencanaan 
selama 15 tahun. 
Pada jenjang berilrutnya, RTRW Kabupaten disusun oleh daerah 
otonom kabupaten, dengan memperhatikan RTRW lainnya, pada 
tingkat ketelitian internal yang lebih dalam pada slcala kabupaten 
dan akan dijelaskan pada bagian berikut. 

1.3 RENCANA TATA RUANG WILAYAB KABUPATEN 

1.3.1 Skala daD Jaagka Waktu RTRW Kabupatea 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah 
rencana tata ruang dalam wilayah admiDistrasi kabupaten 
dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000 berjangka 
waktu perenca.naan 10 tahun. 
RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan 
kecenderungan dan araban perkembangan untuk memenuhi 
kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai clengan jangka 
waktu perencanaannya. 
Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan 
kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, 
keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup 
kabupaten dan kaitannya dengan propinsi dan kabupaten 
sekitamya. 



2.3.2 Tujuan dan Sasanm RTRW Kahapatell 
Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah 
mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenubi kebutuban 
pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien 
dalarn alokasi investasi, bersinelgi dan dapat dijadikan acuan dalam 
penyusunan program pembangunan untuk tercapainya 
kesejahteraan masyarakat. 
Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah : 
a. Tcrkcndalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang 

dilakukan oleb pemerintah maupun oleh masyarakat; 
b. Tercip1anya keserasianantara kawasan )indnng dan kawasan 

budidaya; 
c. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program 

pemhangunan di wi1ayah kabupaten; 
d. Terdorongnya miDat ilm:stasi masyarakat dan dunia usaha 

di wilayah bbupateo; 
e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan aDtar 

sektor pembangunan. 

2.3.3 Fapi RTRW KahapateD 
Fungsi dari KI'RW KabupateD adaJah : 
• Sebagai matra kenumgan clari pembangunaD daerah; 
• Sebagai dasar kebijaksaDaan pokok pemanfaatan mang di 

wilayah kabupatal; 
• Sebagai alat uatuk mewujudkan keseimbaagan 

perkembangan antar wilayah kabupaten dan autar kawasan 
serta keserasiaD antar sekt.or; 

• Sebagai alat untuk meogalobsilam invesfag yang diJakukan 
pernelinlah, masyarakat dan swasta; 

• Sebapi pedoman UDtuk penyusunan reocana rinci tala ruang 
kawasan; 

• Sebagai dasar pengeodalian pemaDfaatan ruang; 
• Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skaJa 

besar. 

2.3.4 Kedalaman Substansi RTRW Kabupatea 
Re:ncana Tata Rmmg Wibyah {KI'RW) Kabupaten disusun deng;m 
kedalaman substansi yang sesuai dengan ketelitian atau skala 
petanya. Unit analisis yang diguDakan di daJam RTRW Kabupaten 
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adalah unit kecamatan sedangkan sistem jaringan prasarana 
digambarkan pada kedalaman sistem primer dan sekunder. 

1.3.5 Produk RTRW Kabupaten 
Rencana Tata Ruang Wilayah {RTRW) Kabupaten disajikan dalam 
beberapa produk yang terdiri dari : 
1. Buku Data dan Analisis; 
2. Buku Rencana; 
3. Album Peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 

1:100.000. 
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DAB 3 
PROSES DAN MEKANISME 

PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 

3.1 PROSES PENYUSUNAN RENCANA 
Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten meliputi tahapan-tahapan berikut : 

Persiapan penyusunan; 
Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebelumnya; 
Pengumpulan data dan infonnasi; 
Analisis; 
Konsepsi atau perumusan konsep rencaua; 
Legalisasi rencana menjadi Peraturan Daerah. 

3.1.1 Persiapan Penyusunan 
Dalam tahapan persiapan ini, dilakukan beberapa kegiatan yang 
akan menunjang ke1ancaran peoyusunan RI'RW Kabupateo, yaitu : 
1. Menyusun kerangka acuan kelja atau Terms of Reference 

(fOR) tennasuk di dalamnya agenda pe1aksanaan dan tenaga 
ahli yang diperlukan; 

2. Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari tim pengarah, 
tim teknis, dan tim supervisi; 

3. Menyiapkan kelengkapan adniinistrasi; 
4. Menyiapkan pengadaan jasa konsultasi; 
5. Menyusun program kerja dan tim ahli apabila akan dilakukan 

secara swakelola; 
6. Persiapan teknis, antara lain meliputi perumusan substansi 

secara garis besa.r, penyiapan checklist data dan kuesioner, 
penyiapan metode pendekatan dan peralatan yang 
diperlukan; 

7. Perkiraan biaya penyusunan RTRW Kabupaten. 

3.1.2 Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sebelumnya. 

8 

Apabila kabupaten sudah mempunyai RTRW Kabupaten dan 
diperlukan suatu peninjauan kembali maka dilakukan evaluasi 
terbadap RTRW tersebut yang mencakup aspek-aspek berikut : 
1. Kelengkapan data; 
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2. Metodologi yang digunakan; 
3. Kelengkapan isi rencana dan peta rencana; 
4. Tinjauan terhadap pemanfaatan rencana; 
5. Tinjauan pengenda1ian; 
6. Kelembagaan; 
7. Aspek legalitas; 
8. Proses penyusunan rencana. 

Evaluasi tersebut pada dasamya untuk menilai tingkat kesahihan 
rencana, pengaruh faktor eksternal, dan simpangan rencana 
sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Peninjauan Kembali 
RTRW Kabupaten dan digunakan sebagai masukan bagi peneotuan 
langkah-langkah perbaikan rencana. 

3.1.3 Pengumpulan Data dan Informasi 
Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal 
wilayah dan kecenderungan perkembangannya. Data dan infonnasi 
tersebut berdasarkan runtun waktu (time series) seJama sepuluh 
tahun terakhir, hingga saat tahun penyusunan. Data dan infonnasi 
yang dikumpulkan dan diolah secara umum mencakup : 
a. Data dan peta kebijaksanaan pembangunan; 
b. Data dan peta kondisi sosial ekonomi; 
c. Data dan peta sumberdaya manusia; 
d. Data dan peta sumberdaya buatan; 
e. Data dan peta sumberdaya alam; 
f. Data dan peta penggunaan laban; 
g. Data pembiayaan pembangunan; 
h. Data kelembagaan. 

3.1.4 Analisis 
Analisis dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur 
pembentuk ruang serta hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi 
ruang wilayah, dengan memperllatikan kebijaksanaan pembangunan 
wilayah yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi analisis 
terhadap kondisi sekaiang dan kerenderungan di masa depan dengan 
menggunakan data dan infonnasi yang dikumpulkan dalam proses 
pengumpulan data dan infonnasi. Aspek-aspek yang dianalisis 
meliputi: 
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a. Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kabupaten; 
b. Analisis regional; 
c. Analisis ekonomi dan sektor unggnlan; 
d. Analisis sumberdaya manusia; 
e. Analisis swnberdaya buatan; 
f. Analisis sumberdaya alam; 
g. Analisis sistem permukiman; 
h. Analisis peoggunaan laban; 
i. Analisis pembiayaan pembangunan; 
J. 

3.1.5 Perumusm Konsep RTRW Kabupaten 
Perumusan konsep RTRW Kabupaten diawali dengan identifikasi 
potensi danmasalab pcmbangunan. 1dcntifilcasi potcnsi dan masalah 

pemanfiuttan ruang tidak hanya JDf11C8larp pedtatian pada masa 
sekarang namunjuga potensi dan masaJah y;mg akan mengemuka 
di masa depan. ldcotifikasi dari poteasi dan masalah tersebut 
membutuhkan terjalinnya kOJDUDikasi 2111tara pe1eucaoa dengan 
masyarakat yaug akan terpengaruh olc:b reacana 

Langkah berikutnya adalab perumusan tujuaD pemanfitatan ruaas 
wi1ayah kabupaten. Tujuan dan sasaran peaa~naan tata ruang 
harus menc:enninkan visi dari masyarakat seternpat. Selanjutnya, 
ctilaknkan perumusan strategi dan kebijabn tata ruang kabupaten. 
Rumusan konsep KI'R.W Kabupaten yang dilengkapi peta-peta 
dmgan tingkat ketelitian minimal sbJa I: 100.000 meocakup : 
I. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang; 
2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan 

Budidaya; 
3. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan 

Perkotaan, dan Kawasan Tertmlu; 
4. Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, 

Energi. Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan; 
5. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan, dan 

Sumberdaya Alam lainnya; 
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6. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan. 

3.2 KELEMBAGAAN DALAM PROSES PENYUSUNAN 
Bcnt:uk --bmtuk kelembagaan yang terlibat dalam proses penyusunan 
RTRW Kabupaten dapat berbeda antara satu kabupaten deogan 
kabupaten lainnya sesuai dengan ciri, kondisi, dan kebutuhan 
kabupaten serta seiring dengan penerapan Otonomi Daerab. 
Walaupun demikian, kelembagaan penataan ruang yang melibatkan 
berbagai pihak tersebut secara umum dapat dikei<XnpO)dam sebagai 
lembaga fonnal pemerintaban, lembaga fungsional, dan organisasi 
kemasyarakatan. 

3.2.1 Lembaga Formal Pemerintahan 
Unit yang diberikan tanggungjawab utarna atas penataan ruang di 
daerah pada ummnnya adalab lembaga yang ditunjuk oleh Bupati 
yang biasanya berada di Bapedda, Dinas PU!Kimpraswil atau 
Dinas Tata Ruang. 

3.2.2 Lembaga Fuagsional 
Dalam penyusunan lURW Kabupaten, perlu dibentuk tim adhoc 
yang mempunyai tugas memberikan araban terbadap pibak yang 
menyusun RTRW Kabupaten dan sekaligus scbagai 
pe:oanggtmgjawab substaosi rmcana Tun ini •mnunnya melibatbn 
unsur-unsur dari pemerintah, yang terdiri dari Bapedda, Dinas PU/ 
Kimpraswii!Tata Ruang, BPN, BKPMD, Perguruan Tmggi, dan 
instansi terkait lainnya 
Sebagai contoh, beberapa Daerah Kabupaten telab memiliki Ttm 
Koordinasi Penataan R.uang Wtlayah Kabupaten (TKPRK), yang 
terdiri atas tim pengarah penataan ruang daerah dan tim pelaksana/ 
teknis penyusunan rencana tata ruang. 

3.2.3 Organisasi Kemasyarakatan 
Selain lembaga-lembaga di atas, dalam penyus~ RTRW 
Kabupaten perlu organisasi-organisasi kemasyarakatan. Contoh 
dari organisasi kemasyarakatan adalah Forum Pemerhati Penataan 
Ruang. 
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Gambar 3.1 Mekanisrne Keterkaitan Masyarakat, Pemerintah, dan 
Tim Penyusun dalam Proses Penyusunan RTRW Kabupaten 

~+4---+>~ 
~ / 

Tim Penyusun 
RTRW 

3.3 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES 
PENYUSUNAN 
Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten, peran serta 
masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dirnulai dari tahap 
persiapan sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu, Pemerintah 
Kabupaten hams selalu mengundang masyarakat untuk ikut terlibat 
dalam setiap tahapan penyusunan RTRW Kabupaten. 
Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan RTRW 
Kabupaten dapat berupa : 
a. Pemberian masukan dalam penentuan arab dan 

pengembangan; 
b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah 

pembangunan; 
c. Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Kabupaten; 
d. Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan 

strategi penataan ruang; 
e. Pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap rancangan 

RTRW Kabupaten; 
f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; 
g. Bantuan tenaga ahli. 

3.3.1 Peran Serta Masyarakat dalam Persiapan Penyusunan 
Wujud peran serta rnasyarakat dalam persiapan penyusuflan dimulai 
dengan mengetahui penyusunan RTRW Kabupaten melalui 
pengumuman. Pengumuman tersebut menjadi kewajiban dari pihak 
Pemerintah Kabupaten, dan dapat dilakukan melalui media cetak, 
media elektronik, dan forum pertemuan. 
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3.3.2 Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana 
Peran serta masyarakat dalam tahap penyusunan rencana dapat 
dilakukan pada langkah-langkah penentuan arab pengembangan, 
idcntifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana, 
hingga penetapan rencana (melalui DPRD Kabupaten). Peran serta 
tersebut berbentuk pemberian saran, pertimbanga.n, pendapat, 
tanggapan, keberatan, atau masukan serta pemberian data atau 
informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tmdak lanjut dari 
masukan tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah 
Kabupaten yang dapat diwujudkan melalui pembahasan yang 
dilakukan dalam forum pertemuan yang lebih luas dengan 
melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat bersama Pemerintah 
Kabupaten. lnstansi yang berweoang selanjutnya mmyempumakan 
Rancangan RTRW Kabupaten dengan memperhatikan saran, 
pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan dari 
masyarakat dan baSil pembahasan dalam forum pertemuan. 

3.4 PROSES LEGALISASI RTRW KABUPATEN 
Penetapan RTRW Kabupaten menjadi Peraturan Daemh dilakukan 
oleh DPRD Kabupaten. Langkah awal dari proses peoetapan 
RTRW Kabupaten dimulai dengan mempresentasikan koosep akhir 
rmcana tata ruang oleh tim pmyusun di badapan DPRD Kabupaten 
untuk dibahas sebagai rancangan Perda. Selanjutnya konsep 
rencana tata ruaog yang telah disempumakan ditetapkan sehagai 
suatu Perda melalui sidang paripuma DPRD Kabupaten. 

3.5 PELAPORAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 
Pelaporan penyusunan RTRW Kabupaten secara bertahap terdiri 
dari: 
a. Laporan Pendahuluan (Inception Report); 
b. Fakta dan Analisis; 
c. Konsep Rencana; 
d. Rencana; 
e. Album Peta. 
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Gamllar z .1 Pro«s f'eflyusunan Rene ana Tat• ~ang VIla yah Kabupaten 

PERSIAPAN REVIEW RTRW 

Per~ pelyu<lflall rnellputi : ~ RTRW •mt1.m11ya mrncalup 
evai<Ja~ lemadap : 

• Penyu>unan TOR 
• Pernbentul<an tim pdaksana 1. Kelengkapan data 
• ~an kelengkapan adrrinislrasl 2. Metodologi yang dlgunakan 
• f'eflylapan pengadaan jasa k011sullans: 3. KelengkJpan lsi rene ana dan 
• Ftnyusunan progr31'11kl!!ja dan lim ahli peta rencana . 

apilbila dllal<ukan secara swakeiola 4. TllljauM l<rhadap pelnillfaatan, 
• f'lnmJsan substanli , penriapan che:k· rmcana 

list dala dan kuosloner, penyiapan 5. Tinjauan pengendalian 
mmdapendr:i<alill dan peralalan yang 6. Kelentagaan 
ctperlukan 7. Aspl!i< leg¥1tas 

• Ptrl<Jraan biaya penyusunan RTRW 8. Proses penyu.unan rencana 

D Selaln ilu, dilakukan P'mberilaan 
penyusunan RlllW kepada masyarakat 
melalul me<1a ITilS~a (cetakdan elol:lrorik) 
dor\latau forum perteR>/an. Ptrforma RTRW 

D 
Ungi<ah~'!l1gi<ah 

perbalkan rencana 

1 Bulan 1 Bulan 

TENAGA AHLI YANG TERUBAT : TENAGA AHLI YANG TERLJBAT : 
1. Team Leader/Regional Flanna- 1. Team Ltader/Regloftal Planner 
2. Ah11Ekonon11111ayah 2. Ahi Ekonon1 'l.laya/1 

3. Oenografer 
4. Ahli Prasarana Mayall 
5. Alii Kelembigaan 

PENGUMPU~N DATA 

Pengumpulan dala(peta dllakukan 
dengan survel primer (obsenasl 
lapangan, wawancara, penyebaran 
lweslona-) dan Stnel sdlooder kepada 
lnstansipinstansi terkait untu~ 

~: 

-~k~l<ll~ 
• DIWpela sosiall!tonorri 
. Dala/Pf!i S<llkdara mnJsla 
. Data/peri~,. buatan 
· Dala/pela S<llkdaya alam 
. Dala/pe!i p<!llggUI!Ul iolllan 
• Data Ftntlayaan ~ 
• Data kelentagaan 

1Bulan 
TEHA6A AHU YANG TEIIUBAT : 
1. TtMn Wder/lleglonal Planner 
z. ,. Ekonom Mayah 
3. llt:ftlo!Tall!r 
4. Ahll Pnsarana llllayall 
5. Ahlll<demllagaan 
6. ~1hr 
7. Nlll GeologllJngklrlg.vl 
8. lilian Planner 
9. mt Slst""l'lonnlsl 

10. !HI~~ Anl!r 
11 . Hi F'ertail1 
12. Njj li1{illlgll 

AN AU SIS KONSEPSl RENCANA DISK US! PENGESAHAN 
TERBUKA 

Asp&~ anallsi' mellpu1l : s.tdah t<4uan p<r.ncanaan dlr..,..~lll. !Jokus11trt>W dengan Flol<$~<11 
dllakukan penyusunan konsep RTRW semua stal.oholders RTRW sebagal 

• Analsis kebijakan dan slralegl Kab14>lllen =. dllengkap J:.pell ~ (pemerlntah, swasla, P<rda :ang dakul 
peogmtangan kabtJpalen tin91<at~ . "*''maa 1:100. masyarakat, OPRD. dilaku an oleh 
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BAD 4 
SUBSTANSI DATA DAN ANALISIS 

PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 

Bab ini menjelaskan aspek-aspek yang dianalisis dalam penyusunan 
Rencana Tata Ruang Wtlayah (RTRW) Kabupaten dan data (time-se­
ries) serta peta (tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000) yang 
diperlukan di da.lam analisis tersebut. Analisis yang dilakukan bertujuan 
untuk : 1) memaha.mi ka.rakteristik unsur-unsur pembentuk ruang; 2) 
memahami hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah; 
3) mengetahui beberapa fenomena yang ada. Aspek-aspek analisis yang 
dimaksud meliputi : 
1. Kebijaksanaan ~ 
2. Analisis regional; 
3. Ekononri dan sektor unggulan 
4. Sumberdaya manusia; 
s. Sumberdaya buatan; 
6. Sumberdaya alam; 
7. Sistan pemn•kiman; 
8. Pmggtmaan laban; 
9. Pembiayaan PaDbanguDaD; 
10. Kelanbagaan. 

4.1. .KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN 
Analisis kebijaksanaan pernbaDgunan adaJah untuk memaha.mi 
araban kebijaksanaan pembangumm wilayah kabupateD yang 
bersangkutan dan kedudukannya dalam prespektif kebijaksanaan 
pembangunan nasional dan propinsi, serta untuk me:ugarrtisipas 
dan meogakanodasi program-program pcmbangunan sektoral yang 
akan dilaksanakan. Oleb karena itu, selain dilakukan peogbjian 
terhadap tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten yang 
bersangkutan, juga dilakukan pengkajian terbadap IURWP dan 
IITRWN serta program-program sektoral untuk melibat penman 
wilayah kabupaten dalam pembentukan pola dan struktur ruang 
nasional dan regional. 



Kelnltuhan Dtlta/Peta 
Data yang dibutuhlcan dalam analisis kebijaksaman pembangunan 
meliputi: 
1. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); 
2. Program Pembangunan Nasional (Propenas); 
3. Rencana Tata Ruang Wtlayah Nasioaoal (IURWN); 
4. Rencana Tata Ruang Wtlayah Propinsi (IITRWP); 
5. Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi dan 

Kabupaten; 
6. Program Sektoral. 

4.2 ANALISIS REGIONAL 
Analisis regional dilakukan untuk memahami kedudukan dan 
keterlcaitan kabupaten dalam sistem regional yang lebih luas dalam 
aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. 

Kelnmtht111 DtJIII/Pt!lll 
1. Data satuan wilayah sungai (SWS) dan daerah penga1iran 

SUDgai (DPS). 
2. Ekosistem wilayah; 
3. Sistemjaringan trausportasi; 
4. Sistem pergeralcan barang dan modal; 
5. Pola migrasi penduduk; 
6. Karakteristik budaya (suku, adat, agama, dan ras). 

4.3 EKONOMI DAN SEKTOR UNGGULAN 
Analisis ekonomi di1akukan untuk mewujudkan ekonomi wilayah 
yang sustainable melalui keterlcaitan ekonomi lokal dalam sistem 
ekonomi wilayah yang lebih luas. Dalam pengertian tersebut, 
analisis ekonmri diarahbn untuk menciptakan ketelkaitan ekooomi 
antar kawasan di dalam wilayah kabupaten dan keterkaitan ekooomi 
antar wilayah kabupaten. 
Dari analisis ini, diharapkan diperoleh pengetahuan mengenai 
karakteristik perekonomian wilayah dan ciri-ciri ekonomi kawasan 
dengan mengidentifikasi basis ekonomi kabupaten, sektor-sektor 
unggulan, besaran kesempatan kerja, pertumbuhan dan disparitas 
pertumbuban ekonomi di wilayah kabupaten. 
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Kebutuhan Data/Peta 
Data dan/atau peta {X"'ekonomian yang dibutuhkan adalah sebagai 
berikut: 
1. Produk Domesiik Regional Broto; 
2. Income per capita; 
3. APBD; 
4. Jumlah dan besar investasi pernerintah dan swasta; 
5. Jumlah tenaga kerja di sektor formal dan informal; 
6. Jumlah pengangguran; 
7. Jumlah wisatawan nusantara dan rnancanegara. 

4.4 SUMBERDAYA MANUSIA 
Analisis sumberdaya manusia dilakukan untuk memabami aspek­
aspek kependudukan terutama yang memilOO pengaruh timbal balik 
dengan pertumbuhan perkembangan sosial dan ekonomi. Selain 
itu, analisis sumberdaya manusia dilakukan untuk memahami 
faktor-faktor sosial kemasyarakata.n yang mempengaruhi 
perlrembangan wilayah serta hubungan kausalitas diantara faktor­
faktor tersebut. Dari basil aualisis ini dapat chkctahui sebaranl 
distribusi, struktur, kualitas, karakteristik masyarakat, tingkat 
pertumbubaD penduduk, kcndala daJam pengembanpn serta potensi 
swnberdaya manusia yang dapat dikembaDgk.an. 

Kelnlllllrtllf DtltfiiPt:ttl 
Data sumberdaya rrmrnsia yang dibutubkan adalah sebagai berikut : 
1. Jumlah pendudnk; 
2. Kepadatan pendndnk; 
3. Pertumbuban peDduduk; 
4. Penduduk menurut mata peucabarian; 
5. Penduduk menurut tiogkat peodidikan; 
6. Penduduk rnenurut struktur usia; 
7. Penduduk menurut struktur agama; 
8. Penduduk menurut jenis kelamin; 
9. Penduduk menurut straktur peodapatan; 
10. Jumlah kepala keluarga; 
11. Angka kelabiran dan angka kematian; 
12. Tmgkat mobilitas penduduk; 
13. Tmglcat harapan. hidup; 
14. Tmglcat buta buruf. 
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4.5 SUMBERDAYA BUATAN 
Secara umum, analisis sumberdaya buatan dilakukan untuk 
memahami: 
• Kondisi dan pelayanan sarana dan prasaraoa wilayah; 
• Potensi dan kemungkinan kendala yang dibadapi dalam 

peningkatan pelayanan sarana dan prasarana wilayah. 

4.5.1 Sistem Prasanma Tnmsportasi 
Analisis sistem prasarana transportasi yang meliputi transportasi 
darat, air, dan udara dilakukan untuk memperoleh gambaran 
mcogenai: 
• Keterkaitan fungsional dan ekonomi antar kota, antar 

kawasan baik dalam wilayah maupun antar wilayah 
kabupaten, dengan melihat pengumpul basil produksi, pusat 
kegiatan tnmsportasi, dan pusat distribusi baraDg dan jasa; 

• Kecendenmgan perkembangan prasarana transportasi yang 
ada; 

• Aksesibilitas lokasi-lokasi kegiatan di wilayah kabupateo. 

KtlNtllllulll DtiiiiiPelll 
Data dan peta sistan prasarana baaspodasi darat yang dibutuhkan 
adalah sebapi berikut : 
l. Pola jarinsan jalaD dan rd keraa api; 
2. Kmdisi jaJan; 
3. Status dan fimgsi jalan; 
4. "\blume aJiran baraDg dan pmumpmg; 
5. Pola petgerakan (asal dan tujuan) banmg dan pcDDIIp8llg; 

6. Lokasi dan volume boogkar-muat di terminal. 

Da1a dan peta sistem prasarana transportasi air (sungai, danau, 
penyeberangao, dan laut) yang dibutuhkan adalab sebagai berikut : 
1. Pola jaringan/alur pelayaran; 
2. Jenis-jems pelayaran; 
3. Asal dan tujuan pelayaran; 
4. \blume aliran baraDg dan pemnnpaug pelayaran; 
5. Lokasi dan volume bongkar-muat di pontonldermagaJ 

pelabuhan. 
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Data dan peta. sistem prasarana transportasi udara. yang dibutuhkan 
adalah sebagai berikut : 
1. Pola jaringan penerbangan; 
2. Jenis-jenis penerbangan; 
3. Asal dan tujuan penerbangan; 
4. Volume aliran barang dan penumpang; 
5. Lokasi dan kapasitas bandar udara. 

4.5.2 Sistem Prasarana Pengairan 
Analisis sistem prasarana pengairan dilakukan untuk mernperoleh 
gambaran mengenai : 
• Keterkaitan fungsional antara sumber-sumber air baku 

dengan lokasi atau kawasan industri, pertanian, pennukiman, 
dan sebagainya; 

• Kecenderungan perkembangan pelayanan prasarana 
pengairan yang ada; 

• Kondisi sumber air dikaitkan dengan upaya pelestarian; 
• Standar kebutuhan air baku pada masing-masing kegiatan. 

Kebutrlh1111 Dtltii/Pettl 
Data sistem prasarana pengairan yang dibutuhkan adalah sebagai 
berikut: 
1. Pola jaringan pengairao/irigasi; 
2. Kapasitas dan volume pelayaoan peugairan; 
3. Luas area yang terlayani dan volume pemakaian; 
4. Lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasilbangu pengairan; 
5. Lokasi, jenis, dan kapasitas sumber-sumber air. 

4.5.3 Sistem Prasarana Wilayah Lainnya 
Termasuk di dalam sistem prasarana wilayab lainnya adalah 
prasarana energillistrik, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan 
(seperti sampah, air limbah dan air bersih), prasarana kota, dan 
sebagainya. Identiftkasi ini dimaksudkan untuk menemui dan 
mengenali fimgsi, kondisi, dan tingkat pelayanan prasarana wilayah 
tersebut. 
Kebutuban data yang harus dipenuhi adalah pola jaringan, kapasitas 
dan volume pelayanan, luas area dan volume pelayanan, serta 
lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasi. 
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4.6 SUMBER DAYA ALAM 
Analisis terhadap sumberdaya alam dirnaksudkan untuk memahami 
kondisi, daya dukung lingkungan, dan untuk mernahami tingkat 
perkembangan pemanfaatan sumberdaya lahan/tanah, sumberdaya 
air, sumberdaya udara, sumberdaya hutan, dan sumberdaya alam 
lainnya serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam 
menunjang pengembangan wilayah kabupaten. 

4.6.1 Sumberdaya Tanah 
Analisis sumberdaya tanah dilakukan untuk mengidentifikasi 
potensi pengembangan berdasarkan kesesuaian tanah 
merekomendasikan tentang peruntukan bagi kegiatan budidaya 
(kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, pariwisata, 
pertambangan, industri, dan lain-lain) dan kawasan lindung. 

Kebutuhan Data/Peta 
Data dan peta sumberdaya tanah yang dibutuhkan adalah sebagai 
berikut: 
1. Ketersedian laban; 
2. Kemiringan laban; 
3. Jenis taoah; 
4. Geologi tata lingkungan; 
5. Morfologi; 
6. lklim. 

4.6.2 Sumberdaya Air 

20 

Analisis terhadap sumberdaya air dilakukan untuk memahami 
bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian 
pemanfaatan sumberdaya air. 

Kebutuhan Data/Peta 
Data sumberdaya air yang diperlukan meliputi : 
1. Peruntukan dan debit air; 
2. Peruntukan air; 
3. Curah hujan tahunan; 
4. Distribusi hujan; 
5. Hidrologi (pola aliran sungai); 
6. Hidrogeologi (air tanah dan pennukaan); 
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7. Sebaran somber air~ 
8. Daerah resapan air~ 
9. Rawa dan daerah banjir. 

4.6.3 Sumberdaya Udara 
Analisis terhadap sumberdaya udara dilakukan untuk mengetahui 
bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian 
pemanfaatan sumberdaya udara dalam rangka pengembangan 
kawasan yang menjaga kualitas udara. 

Kebutuhan Data/Peta 
Analisis terhadap sumberdaya udara membutuhkan data/peta 
berikut: 
1. Jalur-jalur penerbangan; 
2. Kegiatan produksi yang menimbulkan pencemaran udara. 

4.6.4 Sumberdaya Hutan 
Analisis terhadap sumberdaya hutan dilakukan untuk mengetahui 
daya dukung/kemampuan kawasan dalam menunjang fungsi hutan 
baik untuk perlindungan maupun kegiatan produksi. Selain itu, 
analisis ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian laban bagi 
penggunaan hutan produksi tetap dan terbatas, hutan yang dapat 
dikonversi, hutan lindung, dan sebagainya. 

Kebutuhan Data/Peta 
Data dan peta sumberdaya hutan yang diperlukan adalah sebagai 
berikut: 
1. Sebaran dan luas hutan produksi terbatas; 
2. Sebaran dan luas hutan produksi tetap; 
3. Sebaran dan luas hutan yang dapat dikonversi; 
4. Sebaran dan luas hutan lindung; 
5. Densitas dan produksi basil hutan. 

4.6.5 Sumberdaya Alam Lainnya 
Analisis sumberdaya alam lainnya dapat mencakup sumberdaya 
hayati dan non-hayati yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk­
bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan 
sumberdaya tersebut. 
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4. 7 SISTEM PERMUKIMAN 
Analisis sistem permukirnan dilakukan untuk memabami kondisi, 
jumlah, jenis, letak, ukuran, dan keterkaitan antar pusat-pusat 
permukiman di wilayah kabupaten yang digambarlcan dengan sistem 
hirark:i dan fungsi kawasan permukiman. 

Kebutuhan Data/Peta 
Data/peta sistem permukiman yang dibutuhkan adalah : 
1. Kondisi permukirnan; 
2. Jumlah permukiman; 
3. Jenis permukiman; 
4. Letak dan sebaran konsentrasi kegiatan permukiman 

perkotaan dan perdesaan; 
5. Luasan permukiman. 

4.8 PENGGUNAAN LABAN 
Analisis penggunaan laban dilakukan untuk mengetahui bentuk­
bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan 
laban untuk kegiatan budidaya dan lindung. Selain itu, dengan 
analisis ini dapat diketahui besamya fluktuasi intensitas kegiatan 
di suatu kawasan, perubahan, perluasan fungsi kawasan, okupasi 
kegiatan tertentu terhadap kawasan, benturan kepentingan sektoral 
dalam pemanfaatan ruang, kecenderungan pola perkembangan 
kawasan budidaya dan pengaruhnya terhadap perkembangan 
kegiatan sosial ekonomi serta kelestarian lingkungan. 

Kebutuhan Data/Peta 
Data/peta penggunaan laban yang dibutuhkan adalah : 
1. Jenis dan intensitas penggunaan laban; 
2. Luas laban; 
3. Harga tanah; 
4. Status laban; 
5. Perubahan fungsi laban; 
6. Ketersediaan laban. 

4.9 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 
Analisis pembiayaan pembangunan dilakukan untuk 
mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan 
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besaran biaya pembangunan baik dari Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), DanaAlokasi Umum (DAU), DanaAlokasi Khusus (DAK), 
bantuan dan pinjaman luar negeri, perkiraan sumber-sumber 
pembiayaan masyarakat, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya. 

Kebutuhan Data 
Data pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan adalah : 
1. Besaran PAD~ 
2. APBD Kabupaten~ 
3. Besaran DAU~ 
4. Besaran DAK~ 
5. Besaran investasi swasta dan masyarakat~ 
6. Besaran bantuan dan pinjaman luar negeri~ 
7. Besaran sumber pembiayaan lainnya. 

4.10 KELEMBAGAAN 
Analisis kelembagaan dilakukan untuk memahami kapasitas 
Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan pembangunan 
yang mcncakup struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan, 
sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kerja, produk-produk 
pengaturan serta organisasi non-pemerintah (Omop) dan peigUni8D 

tinggi. 

Keb111llllan DataiPeta 
Data ke1embagaan Y11J8 dibutubkan adalah : 
1. Sruktur orpnisasi; 
.2. Kualitas dan kwmtitas sumberdaya maausia; 
3. Kualitas dan kuantitas saraoa dan prasarana kaja; 
4. Produk-produk Peraturan; 
5. Bentuk-bentuk keterlibatan o1g311isasi non-pemerintah dan 

petgUruaD tinggi. 
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DABS 
RTRW KABUPATEN 

Rencana Tata Ruang Wllayah (RTRW) Kabupaten terdiri dari : 
1. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang; 
2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya; 
3. Rencana PengeloJaan Kawasan Perdesaan, Perlco1aan, dan Tertentu; 
4. Rencana Sistem Prasarana Wllayah; 
5. Rencaua Penatagunaan Taoah, Air, Udara, Hutan, dan Sumbeldaya 

Alam Lainnya; 
6. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan. 

S.l RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN 
RUANG 
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang menggambarbn sustman 
unsur-unsur pembentuk rona liDgkungan alam, linglamgan sosial, 
dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan 
berbubungan satu dengan yang lainnya mernbentuk struktur ruang 
kabupaten. lsi Rencana Struktur Pe:rnanfaatan Rwmg diaDtaranya 
meliputi hirarld pusat pe1ayaoan wilayab seperti sistrm pusat-pusat 
perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat permukimaD, bimrki sarana 
dan prasarana, sistem jaringan traosportasi seperti sistem : jalan 
arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan kelas terminal. 
Rencana PoJa Pemanfaatan Rwmg menggarnbarkan letak, ukuran, 
fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan Jindtmg. lsi Rencana 
Pola Pemanfaatan Ruang adalah delineasi (batas-batas) kawasan 
kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya 
di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan lindung seperti 
di bawah ini : 

A. Kawasu Liadung 
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan 

bawahannya: 
1. Kawasan hutan lindung 
2. Kawasan belgambut 
3. Kawasan konservasi dan resapan air 
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b. Kawasan perlindungan setempat : 
1. Sempadan pantai 
2. Sernpadan sungai 
3. Kawasan sekitar danau/waduk 
4. Kawasan sekita.r mata air 
5. Kawasan terbuka hijau tennasuk didalamnya 

hutankota 
c. Kawasan suaka alam : 

1. Cagar alam 
2. Suaka margasatwa 

d. Kawasan pelestarian aJam : 
1. Taman nasional 
2. Taman hutan raya 
3. Taman wisata aJam 
4. Kawasan eagar budaya 

e. Kawasan rencana bencana alam : 
1. Kawasan rawan letusan guDUII8 api 
2. Kawasan rawan gempa bumi 
3. Kawasan rawan taDah longsor 
4. Kawasan rawan gelombang pasmg dan baDjir 

f. Kawasan lindnng lainDya : 
I. Tauaburu 
2. Capr biosfer 
3. Kawasan perlindnngan plaana llldfah 
4. Kawasan paJgUngSiaD satwa 
5. Kawasan pantai berhutan babu 

B. Kawuaa Budidaya 
a. Kawasan hutan produksi : 

1. Kawasan hutan produksi terbatas 
2. Kawasan hutan produksi tetap 
3. Kawasan hutan yang dapat dikonversi 
4. Kawasan hutan rakyat 

b. Kawasan pertanian : 
1. Kawasan pertanian laban basah 
2. Kawasan pertanian lahan kering 
3. Kawasan tanaman tahunan/perkebunan 
4. Kawasan petemakan 
5. Kawasan perikanan 
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c. Kawasan pertambangan : 
I. Golongan baban galian strategis 
2. Golongan bahan galian vital 
3. Golongan bahan ga1ian yang tidak termasuk 

kedua golongan di atas. 
d. Kawasan peruntukan industri 
e. Kawasan pariwisata 
f. Kawasan permukiman 
g. Kawasan konservasi budaya dan sejarah (artefak/ 

bangunan bersejarab) 

5.2 RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN 
BUDIDAYA 
Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya adalah 
bentuk-bentuk upaya pengelolaan untuk mewujudkan rencana 
struktur dan pola pemanfaatan ruang. Bentuk-bentuk upaya 
pengelolaan bwasan lindnng dan budidaya meliputi : 
a. Pengaturan kelembagaan, meliputi pembagian kewenangan 

pengelolaan kawasan lindung dan budidaya kepada 
Pemerintah Kabupaten, Keeamatan, dan Desa, Swasta, 
Lembaga kemasyara1catan dan masyarakat secara langsung. 

b. Program pemanfaatan, meliputi garis besar program­
program pemanfaatan pada bwasan lincbmg dan budidaya 
untuk jangka panjang, menengab dan pendek. 

c. Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur pengawasan 
terbadap kesesuaian rencana untuk pemanfaatan ruang 
kawasan lindung dan budidaya yang dilakukan secara 
bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan 
Desa dengan masyarakat. 

d. Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur penertiban 
terhadap pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang 
bwasan lindung dan budidaya yang tidak sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 

5.3 RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN PERDESAAN, 
PERKOTAAN, DAN TERTENTU 
Dalam suatu wilayah kabupaten terdapat dua jenis kawasan 
:fungsional y3itu kawasan perdesaan dan bwasan perkotaan serta 
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bisa terdapat kawasan tertentu. Rencana Pengelolaan Kawasan 
Perdesaan, Perkotaan, dan Kawasan Tertentu dirumuskan untuk 
rnencapai keserasian hubungan fungsional antara kawasan-kawasan 
tersebut. Bentuk-bentuk pengelolaan kawasan perdesaan, 
perkotaan, dan tertentu meliputi : 
a. Kelembagaan, meliputi pembagian kewenangan pengelolaan 

kawasan perdesaan, perkotaan, dan tertentu yang melibatkan 
Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, swasta, 
lembaga kemasyarakat.an, dan rnasya.rakat secara langsuog. 
Hubungan kerjasama daJam patgelolaan kawasan perdesaanl 
perkotaan/tertentu juga dapat melibatkan beberapa 
Pemerintah Kabupaten apabila kaWclS3Il meoca1rup dua atau 
lebih daerah otonom yang berbatasan secara langsuog. 

b. Program pemanfaatan, meliputi garis besar program 
pemanfaatan yang diindikasikan pada kawasan perdesaan. 
perkotaan, dan tertentu untuk jangka panjaDg, mmengab, 
danpendek. 

c. Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur pengawasan 
terhadap kebijakan pengelolaan kawasan perdesaan, 
perkotaan, dan tertentu. Misalnya untuk pengelolaan 
kawasan perdesaan. dirumuskan kebijakan pmgeadalian 
konversi pemanfaatan ruang yang memperhatikan 
keberlanjutan pemenuban kebutuban bidup seperti udara, 
air, dan pangan. mengingat dominannya sumberdaya alam 
di kawasan perdesaan. Aspek pengawasan dalam 
pengelolaan kawasan melibatkan Pemerintah Kabupaten, 
Kecamatan, dan Desa bersama-sama dmgan masyarakat. 

d. Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur pelaporan 
terbadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan kawasan 
perdesaan, perk:otaan, dan tertentu. 

5.4 RENCANA SISTEM PRASARANA WILAYAH 
5.4.1 Rencana Sistem Prasarma Transportasi 

Rencana Sistem Prasarana Transportasi dirumuskan dalam rangka 
pengembangan sistem prasarana transportasi untuk meningkatkan 
pelayanan jaringan transportasi wilayah. lsi Rencaoa Sistem 
Prasarana Transportasi adalab : 
• Penmttum fungsi jalan, yang meliputi penenhum jaringan 
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jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal baik primer 
maupun sekunder. 

• Rencana pembangunan jalan dan jembatan, yang meliputi 
pcmbangunanjalanljembatm baru untukmembukakawasan 
terisolasi atau untuk meningkatkan kenuunpuan pemasaran 
basil-basil produksi. 

• Rencana lokasi terminal sesuai dengan kelas pelayanan 
sebagai tenninal wilayah dan terminal sub-wilayah. 

• Rencana pembangunan/pengembangan pelabuhan sesuai 
dengan rencana tata ruang dan kelayakannya. 

• Rencana pembaugunanlpengem bandarudara, sesuai 
dengan rencana tata ruang dan kelayakannya. 

5.4.2 Reneana Sistem Prasarma Pengairan 
RalcaDa Sistem Prasarana Pengairan iDi dirumuskan dalam rangb 
pengembangan sistem prasarana pengairan untuk, penyediaan air 
baku bagi kebutuhan domestik dan industri. dan untuk 
pengembangan pertanian.lsi Rencana Sistcrn Prasaraoa Pengairan 
adaJah sistemjaringan pengairan, fungsi dan peJayanan prasarana 
pengairan. 

5.4.3 Renama Sistem Pruanma Telekonnmikasi 
Rem:ana Sistem Prasarana Telekomunikasi dirumuskan untuk 
meoingkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi dunia 
usaba dan masyarakat. 

5.4.4 Rencana Sistem Prasanma Energi 
Ralcana Sistem Prasarana Energi dirumuskan untuk meningkatkan 
pelayanan terbadap kebutuban energi dan kelistrikan bagi kegiatan 
permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya. 

5.4.5 Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan LiDgkungan 
Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan dirumuskan 
untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sanitasi 
linglaiD!?flD bagi kegiatan pennukiman, produksi, jasa, dan kegiatan 
sosial ekonomi lainnya melalui pengembangan sistem prasarana 
pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Tempat Pembuangan 
Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta 
pengelolaan limbah cair dan limbab udara. 
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5.5 RENCANA PENATAGUNAAN TANAH, AIR, UDARA, 
HUT AN, DAN SUMBERDAYA ALAM LAINNYA 
Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan, dan Sumberdaya 
Alam Lainnya berisi pengaturan penguasaan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanab, air, udara, butan, dan sumberdaya alam lainnya. 

5.5.1 ReacBDa Penatagunaan Tanah 
Rencana Penatagunaan Tanab adalab upaya-upaya penguasaan, 
penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan Rencana 
Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang yang meliputi pengaturan 
antara bak dan kewajiban masing-masing pemegang bak atas tanah. 

5.5.2 Reacaaa Penatqunaan Air 
Rencana Penatagunaan Air meliputi pengaturan penguasaan, 
penggunaan dan pemanfaatan air dan somber air yang berwujud 
lokasi, kuantitas, kualitas, dimensi waktu, jenis dan variasi 
pemanfaatan air untuk menjamin kebutuhan akan air dan 
menserasikan penggunaan air UDtuk kegiatan-kqpatan ekcmomi, 
sosial, pengendalian banjir dan usaba-usaha pelestariaD air. lsi 
Reocana Penatagunaan Air antara lain adalah : 
• PeDgaturan kebutuban air untuk masing-masioa kegUatan 

daJam raogka meajaga DerKa air; 
• Penetapan prioritas kebutuban air berdasadcan rCDCaDa tata 

ruaug; 
• Pengaturan tata cara dan prosedur pcmgelolaan sumber­

sumberair; 
• PengeloJaan tata cara dan prosedur penseloJaan air serta 

teknologi yang diterapbD; 
• Pengaturan tata cara dan prosedur peoausabaan air. 

5.5.3 ReDana PaaatagunaaD Udara 
Rencana PenataguDaaD Udara dirurnuslcan untuk dapat menjamin 
keselamatan penerbangan dan menjaga kualitas udala. 

5.5.4 Reacaaa Penatagunaa Hutan 
Rencana Peoatagunaan Hutan meliputi pengaturan pmgatilalian 
kegiatan-kegiatan permulciman dan pertanian yang terletak di 
kawasan hutan, pengaturan hutan prodnksi, hutan konvers:i dan 

hutan lindung serta peugaturan rebabilitasi dan reldamasi hutan. 
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5.5.5 Renc:ana Penatagunaad Sumberdaya Alam Lainnya 
Rencana Penatagunaan Sumberdaya Alam Lainnya meliputi 
pengaturan penguasaan, pernanfaatan dan penggunaan sumberdaya 
alam la.innya dalam rangka mewujudkan Rencana Struktur dan 
Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten. 

5.6 RENCANA SISTEM KEGIATAN PEMBANGUNAN 

5.6.1 lntlikasi Kawasan Prioritas Pembaogunan 
Rencana Kawasan yang diprioritaskan meliputi kawasan yang 
diauggap perlu diprioritaskan pengembangan atau penanganarmya 
serta memerlukan dukungan rencana rinci dan program sebagai 
upaya mewujudkan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan 
Ruang. Kawasan-kawasan tersebut bisa berbentuk antara Jain : 
• Kawasan yang memiliki nilai strategis te.dtadap pertumbuban 

kabupaten; 
• Kawasan terbelakangltersolasi; 
• Kawasan kritis/rawan bencana; 
• Kawasan perbatasan antar negara; 
• Kawasan lindnng. 

5.6.2 lndikasi Program Pembmgunan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan (RTRW) Kabupaten 
merupakan acuan bagi penyusunan program pembangunan 
kabupaten. Oldl kareoa itu., araban yang ditetapkan dalam rencana 
tata ruang perlu dilengkapi dengan indikasi program pernbangunan 
tahunan pada skala besar yang akan mendorong perkembangan 
sektor-sektor strategis untuk memberikan dampak positifterbadap 
kabupaten secara keseluruhan. Kriteria umum dalam menentukan 
indikasi program pembangunan secara keseluruban adalah : 
• Mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan dan 

pembangunan; 
• Mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta potensi dan 

masalah yang ada di daerah agar tercapai segi efisiensi dari 
usaha-usaba pengembangan wilayah; 

• Konsisten dengan araban tata ruang yang telah ditetapkan. 
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LAMPIRAN C Contoh Sederhana lndlkasl Program Pembangunan RTRW Kabupaten 

Sektor Program . Sasaran Lokasi 
No. I (Kecamatan l 
1 ln«lstri Pengembangan lndustr Meningkatkan penerimaan PAD Kec. Wlw.'O 

KecH dan Menengalt Me~uas kesempatan us aha dan kerja 
z Ptrtarian inte.nsiflkasi Meningkatkan produksl pangan Kec.WIMo 

F'l:ninqkatan pendapatan petanl Ke<.Saoe 
lMrslbsitHia petbbuw F'l:nganekaragiiiiiM hasU prodllksi kec. Sape 

Mel!1lertuas kesempatan usaha dan kerja Ke<. Wera 
3 Transportasi Pembangunan sarana dar Meningttatkan aksesibilitas Semla KeciWIIIIM 

prasarana ttansportasi ke. Meningkatkan jumlah v.isatawan 
dari o~tk wlsata Men!Qgiatkan pelayanan wisata 
Pembangunan J-fan arteri Mtft'C)er1antar arus ta!IHintas Semla Ketamalirl 
koiektor; dan lokal primer. Mtft'C)e~ancat kegiatan ekononi 

Metriluka lokasl terisolasi 
4 PertanllMgan da Stucl pengembangan bahar ldentiffltasl potensi bahan gallln SemlaKeCIIIl1tllal 

Energl galian GoUI 
• Perluasan jaringar Menunjang kegiatan induslri Semla Kecam!!an 

pelayanan lislrik Memenuhi kebutuhan rumah tangga 
5 P~sata Penataan kiiNisan wisat Melestar1kan lingkungan Ke<. Rasana 

pantlll Meningkatkan jurnlah wlsatawan 
Menirlgttatkan ~ 
Memper1uas knempatan usahl dan kerja 

6 Ttlellomuhibsl Pengembangan jaringa Me~ pellftan.~ !tlekOI!UiiUsl Semla KeClmlllzrl 
kabet 

7 F'l:ngal'an PembM9U11M bendungan MenlqancJ pe"'fdjaan lir benlh Met. lllonta 
Pentangklt tenaga Nstrl 

8 Tenaga Kerja Pembangunan balai latihal • Mtningkalkan keter~ tenaga kerja 1 Met. Rasana 
tenaga ke~a 

9 _f>erumahan - - ~~~~pe~~ _lll~•lkan ~ualitas permut<Jman desa 
10 l.lnglwnvan ~ Rebois&si hutan lungsl hutan Ttnebar pd --

IWn 
F'l:nataan batas hulan. l'tningkllln penertiban ,..,...,..~ ... 

- ~ --- ··· -- - - -

lmtansi Surrber Oimensi W!ktu 
F'l:nanaquncliaNab F'l:mbiayaan 1 2 3 4 5 lima Tahlm Kedua 
llinas Perindustrian APBO 

Swasta 
J)nas F'l:rtarian APBD 

~uta 

Oinas Pertanian APBD 
~asia 

Dlnas PU APBD 
Dinas PertMlbunQM ~asia 

DinasPU APilO 

Oinas F'l:rtambangan dar APBO 
Energi 
Oinas F'l:rtambangan dar PT.PLN 
Energi. PlN ' 
Dlnas PU APBO 
Dinas Par'Misata Swasta 

PT. Telkorn 11'1: Ttlkom 

Dinas PIJ IAPSD 

~s Tenaga Kerja I APBU 

DIMS I'U IAPBD 
lllnls Kehutanan I N'IID I 

' 

'*- ....... AP80 
j 
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LAmpiran D Contoh Tabel Pertdraan Biaya Penyusunan RTRW 

No Uraian Saluan Volume Biaya (Rp) Jwnlah(Rp) 

TOTAL SATUAN BIAYA 

A GAJI UMH TENAGA AHLI 
1 Team L.eader!Perencana Wilayah 1x7bl 
2 Ahli Ekonomi Wilayah 1x7 bl 
3 Demografer 1x6 bl 
4 Ahli Prasarana W ilayah 1x6 bl 
5 Ahli Kelembagaan 1x6 bl 
6 Geografer 1x3 bl 
7 Ahli Geologi Ungkungan 1x3 bl 
8 Perencanaan Kola 1x3 bl 
9 Ahli Sl6tem lnfonnasi 1x3 bl 
10Ahli Hldrotogi 1x3 bl 
11 Ahli Pertanian 1x3 bl 

- TENAGA PENUNJANG 
1 Sekretaris 1x7 bl 
2 Operator Komputer 1x7 bl 

B BIAYA NON PERSONIL 
1 Biaya Kantor 

1.1 Alilt Tulia Kantor 
1.2 Komputer, Fa, Telefon 

2 Biaya Peljatanan 

c BIAYA LAII'f.UIN 
1 Pellgll8lldaan dala 
2 Peuggandaan laporan 
3 Bia¥a diBIIusi 
4 L..oblaya 
5 ..... 
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DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA 
WILAYAH DIREKTORAT JENDERALPENATAAN RUANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN 
RENCANA TATA HUANG 

WILAYAH PROPINSI 





DAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1 LATAR DELAKANG 
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang, setiap propinsi perlu menyusun Rencana Tata Ruang 
Wilayah Propinsi sebagai araban pelaksanaan pembangunan, 
sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah 
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999. 
Penyediaan rujukan mengenai proses perencanaan tata ruang 
wilayah propinsi dalam bentuk suatu buku pedoman diperlukan 
untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan perencanaan. 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 
Buku pedoman ini dimaksudkan sebagai baban rujukan dalam 
kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Propinsi.Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan acuan bagi 
Pemerintah Propinsi dalam menyusun RTRW Propinsi. 

1.3 RUANG LINGKUP PEDOMAN 
Pedoman ini meliputi kegiatan penyusunan RTRW Propinsi yang 
bersifat mnum, baku dan minimal harus dipenuhi dalam proses 
penyusunan RTRW Propinsi. 
Pedoman ini merupakan dasar penyusunan RTRW Propinsi yang 
mencakup mulai dari persiapan penyusunan hingga proses legalisasi 
RTRW Propinsi sebagai Peraturan Daerah. 

1.4 SISTEMATIKA PEDOMAN 
Pedoman ini disusun dengan mengikuti sistematika 4 (empat)bab, 
yaitu: 

Dab 1 Pendahuluan 
Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, 
ruang lingkup dan sistematika dari Pedoman 
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi. 
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Dab 2 Ketentuan Umum 
Bah ini berisikan pengertian-pengertian dasar yang 
digunakan dalam buku pedoman ini, kedudukan 
RTRW Propinsi dalam jenjang perencanaan, dan 
pengertian mengenai RTRW Propinsi itu sendiri yang 
mencakup skala dan jangka waktu perencanaan, 
tujuan dan sasaran, fungsi, dan keda.!aman 
substansinya. 

Dab 3 Proses dan Mekanisme Penyusunan 
RTRW Propinsi 
Bah ini menjelaskan proses penyusunan RTRW 
Propinsi disertai dengan penjelasan mengenai 
kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam 
proses penyusunan tersebut, dan proses legalisasi 
RTRW Propinsi. 

Dab 4 Substansi Penyusunan RTRW Propinsi 
Bah ini menjabarkan aspek-aspek yang diana.lisis 
dalam penyusunan RTRW Propinsi disertai dengan 
data/peta yang dibutuhkan dalam analisis tersebut. 
Selanjutnya, bah ini menjelaskan substansi dari 
produk RTRW Propinsi. 
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DAB 2 
KETENTUAN UMUM 

2.1 PENGERTIAN-PENGERTIAN 
Pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam penataan ruang 
dan dijelaskan di bawah ini meliputi ruang, tata ruang, penataa.n 
ruang, rencana tata ruang, wilayah, kawasan lindung, kawasan 
budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan 
tertentu. 

2.1.1 Ruang 
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan. ruang lautan, 
dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia 
dan mahluk lairmya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihaia 
kelangsungan hidupnya. 

2.1.2 Tata Ruang 
Tata ruang adaklh wujud dari struktur dan pola pemanfaatan 
ruang,baik diren~ maupun tidak direncanakan. 

2.1.3 Penataan Ruang 
Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pema.nfaatan 
ruang, dan pengendalian ruang. 

2.1.4 Rencana Tata Ruang 
Rencana tata ruang adalah basil perencanaan struktur dan pola 
pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur 
pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk 
lingkungan secara hirarkis dan sating berhubungan satu dengan 
lainnya, seda.ngkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang 
adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya 
dalam wujud penguasaan, p\!oggunaan, dan pemanfaatan tanah, 
air, udara, dan sumber daya alam lainnya. 

2.1.5 Wilayah 
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 
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2.1.6 Kawasan 
Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau 
budidaya, yang dijelaskan sebagai berikut : 
• Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan 

fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

• Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan 
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 
sumber daya buatan. 

Selain itu, dikenal kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan 
kawasan tertentu yang dijelaskan sebagai berikut. 
• Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai 

kegiatan utama pertanian tennasuk pengelolaan swnber daya 
alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

• Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai 
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai ternpat pemmkiman perkotaan, pemusatan 
dan distribusi pelayananjasa pemerintahan, pelayanan sosial, 
dan kegiatan ekonomi. 

• Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara 
nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya 
diprioritaskan. 

2.2 KEDUDUKAN RTRW NASIONAL, RTRW PROPINSI, 
DAN RTRW KABUPATEN 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang 
mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat 
rinci. Hal yang mendasarinya adalah bahwa perkembangan wilayah 
tidak dapat dilepaskan dari wilayah-wilayah lainnya. Dalam 
pengertian tersebut, RTRW Propinsi memberikan araban yang lebih 
berfokus pada keterkaitan antar kawasanlkabupaten/kota dan hal­
hal lainnya yang bersifat lintas perbatasan daerah. Sedangkan 
keterlcaitan antar pulau dan antar propinsi diamhkan melalui RTRW 
Nasional. 
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2.3 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI 

2.3.1 Skala dan Jangka Waktu RTRW Propinsi 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi adalah rencana 
tata ruang dalam wilayah administrasi propinsi dengan tingkat 
ketelitian skala 1:250.000 beijangka waktu perencanaan 15 tahun. 
RTRW Propinsi disusWl berdasarkan perkiraan kecendefWlgan dan 
araban perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 
di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. 
Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan 
kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, 
keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar 
wilayah baik di dalam propinsi maupun dengan propinsi sekitarnya. 

2.3.2 Tujuan dan Sasaran RTRW Propinsi 
Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah propinsi adalah 
mewujudkan ruang wilayah propinsi yang mengakomodasikan 
keterkaitan antar kawasanlkabupatenlkota untuk mewujudkan 
perekonomian da.n lingkungan yang berkesinambungan 
(sustainable). 
Sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah : 
a. Terkendalinya pembangunan di wilayah propinsi baik yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat; 
b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan 

budidaya; 
c. Tersusunnya araban pengembangan sistem pusat-pusat 

pemmkiman perkotaan dan perdesaan; 
d. Tersusunnya araban pengembangan sistem prasarana 

wilayah propinsi; 
e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar 

sektor pembangunan. 

2.3.3 Fungsi RTRW Propi.-si 
Fungsi dari RTRW Propinsi adalah : 
• Sebagai rnatra keruangan dari pembangunan daerah; 
• Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di 

wilayah propinsi; 
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• Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan 
perkembangan antar V~oilayah propinsi dan antar kawasanl 
kabupatenlkota serta keserasian antar sektor; 

• Sebagai salah satu bentuk rumusan kesepakatan antara 
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
tentang struktur dan pola ruang wilayah; 

• Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang. 

1.3.4 Kedalaman Substansi RTRW Propinsi 
Ralcaoa Tata Ruang Wdayah (RTRW) Propinsi berbentuk araban­
araban yang disusun dmgan kedalaman substansi yang sesuai 
dengan ketelitian atau skala petanya. Unit analisis yang digunakan 
di dalam RTRW Propinsi adalah unit kabupatenlkota sMangkan 
sistcrn jaringan prasaraoa digambarkan pada kedalaman sistem 
primer. 

1.3.5 Produk RTRW Propinsi 
Rencaoa Tata Ruang Wdayah (RTRW) Propinsi disajikan daJam 
beberapa produk yang terdiri dari : 
1. Buku Data dan Analisis; 
2. Buku Rencana; 
3. Album Peta dengan tingkat kdditian skala 1:250.000. 
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DAB 3 
PROSES DAN MEKANISME 

PENYUSUNAN RTRW PROPINSI 

3.1 PROSES PENYUSUNAN RENCANA 
Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi 
meliputi tahapan-tahapan berikut : 

Persiapan penyusunan; 
Peninjauan kembali RTRW Propinsi sebelumnya; 
Pengumpulan data dan infonnasi; 
Anal isis; 
Konsepsi atau perumusan konsep rencaoa; 
Legalisasi rencana menjadi Peraturan Daerah. 

3.1.1 Persiapan Penyusunan 
Dalam tahapan persiapan ini, dilakukan beberapa kegiatan yang 
akan menunjang kelancaran penyusunan RTRW Propinsi, yaitu : 
I. Menyusun kerangka acuan ketja atau Terms of Reference 

(TOR) tennasuk di dalamnya agenda pelaksanaan dan tenaga 
ahli yang diperlukan; 

2. Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari tim pengarah. 
tim teknis, dan tim supervisi; 

3. Menyiapkan kelengkapan administrasi; 
4. Menyiapkan pengadaan jasa konsultasi; 
5. Menyusun program kerja dan tim ahli apabila akan dilakukan 

seca.ra swakelola; 
6. Persiapan teknis, antara lain meliputi perumusan substansi 

secara garis besar, penyiapan checklist data dan kuesioner, 
penyiapan metode pendekatan dan peralatan yang 
diperlukan; 

7. Perkiraan biaya penyusunan RTRW Propinsi. 

3.1.1 Peninjauan Kembali RTRW Propinsi Sebelumnya. 
Apabila propinsi sudah mcmpunyai IITRW Propinsi dan diperlukan 
suatu peninjauan kembali maka dilakukan evaluasi terhadap RTRW 
tersebut yang mencakup aspek-aspek berikut : 
1. Kelengkapan data; 
2. Metodologi yang digunakan; 

- Pedoman Penyusunon RTRW Proplns/ - 41 



3. Kelengkapan isi rencana dan peta rencana; 
4. Tinjauan terbadap pemanfaatan rencana; 
5. Tinjauan pengendalian; 
6. Kelembagaan; 
7. ~le~; 
8. Proses penyusunan rencana. 

Evaluasi tersebut pada dasarnya untuk menilai tingkat kesahiban 
rencana, pengaruh faktor eksternal, .dan simpangan rencana 
sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Peninjauan Kembali 
RTRW Propinsi dan digunakan sebagai masukan bagi penentuan 
langkah-langkah perbaikan rencana. 

3.1.3 Pengumpulan Data dan Informasi 
Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal 
wilayah dan kecendeiungan perkembangannya. Data dan informasi 
tersebut benlasarlam runtun waktu (time series). Data dan informasi 
tersebut yang dikumpulkan dan diolah secara umum mencakup : 
a. Data dan peta kebijaksanaan pembangunan; 
b. Data dan peta kondisi sosial ekonomi; 
c. Data dan peta sumberdaya manusia; 
d. Data dan sumberdaya buatan; 
e. Data dan peta swnberdaya alam; 
f. Data dan peta penggunaan laban; 
g. Data kelembagaan. 

3.1.4 Analisis 
Analisis dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur 
pembentuk ruang serta hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi 
ruang wilayah, dengan memperbatikan kebijaksanaan pembangunan 
wilayah yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi analisis 
teibadap kondisi sekaraog dan kecmderungan di masa depan deogan 
menggunakan data dan infonnasi yang dikumpulkan dalam proses 
pengumpulan data dan infonnasi. Aspek-aspek yang diaDalisis 

·meiiputi: 
a. Analisis kebijakan dan strategi pengembangan propinsi; 
b. Analisis regional; 
c. Analisis ekonomi dan sektor unggulan; 
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d. Analisis sumbenlaya manusia; 
e. Analisis sumberdaya buatan; 
f. Analisis sumberdaya alam; 
g. Analisis sistem permukiman; 
h. Analisis penggunaan laban; 
1. Analisis kelembagaan. 

3.1.5 Perumus&D Konsep RTRW Propinsi 
Perumusan konsep RTRW Propinsi diawali dengan identifikasi 
potensi dan masalah pembangunan. Identifikasi potensi dan masalah 
pemanfaatan ruang tidak hanya mencakup perhatian pada masa 
sekarang namun juga potensi dan masalah yang akan rnengemuka 
di masa depan. ldentifikasi dari potensi dan masalah tersebut 
membutuhkan terjalinnya komunikasi antara perencana dengan 
representasi masyarakat yang akan terpengaruh oleh rencana. 
Langkah berikutnya adalah perumusan tujuan pemanfaatan ruang 
wilayah propinsi dan perumusan strategi dan kebijakan tata ruang 
propinsi. Rumusan konsep KI'RW Propinsi yang dilengkapi peta­
peta dengan tingkat ketelitian skala I :250.000 mencakup : 

I. Araban Struktur dan Pola Pemanfiumm RuaDg; 
2. Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan 

Budidaya; 
3. Araban Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan 

Perkotaan, dan Kawasan Tertentu; 
4. Araban Pengembangan Kawasan Pennukiman, Kehutanan, 

Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata dan 
Kawasan Lainnya; 

5. Araban Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan 
dan Perkotaan; 

6. Araban Pengembangan Sistem Prasarana WIIayah yang 
Meliputi Prasarana Transportasi. Telekomunikasi, Energi, 
Pengairan dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan; 

7. Araban Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan; 
8. Araban Kebijaksanaan Tata. Guna Tanah, Tata Guna Air, 

Tata Guna Udara, dan Tata Guna Sumber Daya Alam 
Lainnya. 
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3.2 KELEMBAGAAN DALAM PROSES PENYUSUNAN 
Bentuk-bentuk kelembagaan yang terlibat dalam proses penyusunan 
RTRW Propinsi dapat berbeda antara satu propinsi dengan propinsi 
lainnya sesuai dengan ciri, kondisi, dan kebutuhan propinsi serta 
seiring dengan penerapan Otonomi Daerah. Namun demikian, 
kelembagaan penataan ruang yang melibatkan berbagai pihak 
tersebut dapat dikelompokan sebagai lembaga formal panerintahan, 
lembaga fungsional, dan lembaga non-fonnal. 

3.2.1 Lembaga Formal Pemerintaban 
Unit yang diberikan tanggungjawab utama atas peoataan ruang di 
daerah pada unnmmya adalah lembaga yang ditunjuk oleb Gubemur 
yang biasanya berada di lingkungan Bapedda, Dinas PU/ 
Kimpraswil atau Dinas Tata Ruang. 

3.2.2 Lembaga Fungsional 
Dalam penyusunan RI'RW Propinsi, diperlukan suatu tim adhoc 
yang mempunyai tugas memberikan araban terbadap pihak yang 
meoyusun RI'R.W Propinsi dan scbligus sebagai peoaor,gungiawab 
substansi rencana. TIDl ini umumnya melibatkan unsur-unsur dari 
pemerintah, yang tenliri dari Bapedda, Dinas PU!Kimpraswil/fata 
Ruang, BPN, BKPMD, Perguruan Tmggi, dan instansi terkait 
lainnya. 

3.2.3 Organisasi Kemasyarak•tan 
Selain lembaga-lembaga di atas, penyusunan IITRW Propinsi perlu 
melibatkan organisasi kemasyarakatan yang umurnnya berupa 
representasi dari unsur-unsur masyarakat dan berfungsi sebagai 
wadah bagi penyaluran aspirasi masyarakat. Contoh dari lembaga­
lembaga non-formal adalah LSM, Forum Pemerhati Penataan 
Ruang, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. 

3.3 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES 
PENYUSUNAN 
Dalam proses penyusunan RTRW Propinsi, peran serta masyarakat 
harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan 
sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu, Pemerintah Propinsi barns 
selalu mengundang representasi masyarakat (misal: angggota DPRD, 
LSM, FOOIDl K<ta, tokOO masy.uakat, perguruan t:inggi, ibtan profesi) 
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untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RTRW 
Propinsi. 
Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan RTRW 
Propinsi dapat berupa : 
a. Pemberian masukan dalam penentuan arab dan 

pengembangan~ 

b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah 
pembangunan; 

c. Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Propinsi~ 
d. Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan 

strategi penataan ruang; 
e. Pengajuan keberatan atau sanggahan terbadap rancangan 

RTRW Propinsi; 
f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; 
g. Bantuan tenaga ahli. 

3.3.1 Peru Serta Masyarakat dalam Peniapu Peayusunu 
Wujud peran serta masyarakat da1am persiapan penyusunan dimulai 
dengan mengetahui penyusunan RTRW Propinsi melalui 
pengumuman. Pengumwnan tersebut menjadi kewajiban dari pihak 
Pemerintah Propinsi, dan dapat dilakukan melalui media cetak. 
media elektronik, dan forum pertemuan. 

3.3.1 Peru Serta Masyarakat dalam PenyuiUDU Reacana 
Peran sertamasyarakat dalam penyusunan rencana dapat dilakukan 
pada langkah-langkah penentuan arab pengembangan, idmtifikasi 
potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana, hingga 
penetapan rencana (melalui DPRD Propinsi). Peran serta tersebut 
berbentuk pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, 
keberatan, atau masukan serta pemberian data atau infonnasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Tmdak lanjut dari masukan tersebut 
menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Propinsi yang dapat 
diwujudkan melalui pembahasan yang dilakukan dalam forum 
pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan para pakar dan tokoh 
masyarakat bersama Pemerintah Propinsi. Instausi yang berwenang 
selanjutnya menyempumakan Rancangan KfRW Propinsi dengan 
memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, 
keberatan, atau masnkan dari masyarakat dan basil pembahasan 
dalam forum pertemuan. 
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3.4 PROSES LEGALISASI RTRW PROPINSI 
Penetapan RTRW Propinsi menjadi Peraturan Daerah dilakukan 
oleh DPRD Propinsi. Langkah awal dari penetapan RfRW Propinsi 
dimulai dengan mempresentasikan konsep akhir rencana tata ruang 
oleh tim penyusun di hadapan DPRD Propinsi untuk dibahas 
sebagai rancanagn Penta. Selanjutnya, konsep rencana tata rwing 
yang telah disempurnakan ditetapkan sebaggai suatu Perda md.alui 
sidang paripuma DPRD Propinsi. 

3.5 PELAPORAN PENYUSUNAN RTRW PROPINSI 
Pelaporan penyusunan RTRW Propinsi secara bertahap terdiri dari: 
a. Laporan Pendahuluan (Inception Report); 
b. Fakta dan Analisis; 
c. Konsep Rencana; 
d. Rencana; 
e. Album Peta. 
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DAB 4 
SUBSTANSIPENYUSUNAN 

RTRW PROPINSI 

4.1 SUBSTANSI DATA DAN ANALISIS PENYUSUNAN 
RTRW PROPINSI 
Bagian ini menjelaskan aspek-aspek yang dianalisis dalam 
penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi dan 
data (time-series) serta peta (tingkat ketelitian skala 1:250.000) 
yang diperlukan di dalam analisis tersebut. Analisis yang dilakukan 
bertujuan untuk : 1) memahami karakteristik unsur-unsur 
pembentuk ruang~ 2) memahami hubungan sebab akibat 
terbentuknya kondisi ruang wilayah; 3) mengetahui beberapa 
fenomena yang ada. Aspek-aspek analisis yang dimaksud meliputi : 

I. Kebijaks;maan pembangnnan; 
2. Analisis regional; 
3. Ekonomi dan sddor unggnlan; 
4. Smnberdaya manusia; 
5. Sumbenlaya buatan; 
6. Sumbenlaya alam; 
7. Sistan permukiman; 
8. Peugunaan lahan; 
9. Kelembagaan. 

4.1.1 Kebijaksanaan Pembangunan 
Analisis kebijaksanaan pembangunan dilakukan untuk memahami 
araban kebijaksanaan pembangunan wilayah propinsi yang 
bersangkutan dan kedudukannya dalam prespektif kebijaksanaan 
pembangunan nasional, serta untuk mengantisipasi dan 
mengakomodasi program-program pembangunan kawasan/ 
kabupatenlkota yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, selain 
dilakukan pengkajian terbadap tujuan dan sasaran pembangunan 
di propinsi yang bersangkutan, juga dilakukan pengkajian terhadap 
RTRWN serta program-program kawasan/kabupaten/kota untuk 
melihat peranan wilayah propinsi dalam pembentukan pola dan 
struktur ruang nasional dan regional. 
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Kebutuhan Data/Peta 
Data yang dibutuhkan dalam analisis kebijaksanaan pembangunan 
meliputi: 

I. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); 
2. Program Pembangunan Nasional (Propenas); 
3. Rencana Tata Ruang Wtlayah Nasional; 
4. Rencana Tata Ruang Wtlayah Kabupaten!Kot:a; 
5. Program Sektoral. 

4.1.1 Analisis Regional 
Analisis regional dilakukan untuk memahami kedudukan dan 
keterkaitan propinsi daiam sistem regional yang lebih luas dalam 
aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Sistan regional 
tersebut dapat berupa pulau ataupun nasional, dimana propinsi 
dapat berperan dalam perkembangan regional dan nasional. 

Kebutuhan Dato/Peta 
I. Data satuan wilayah sungai (SWS) dan daerah pa1p1iran 

sungai (DPS). 
2. Ekosistan wilayah; 
3. Sistem jaringan transportasi; 
4. Sistem pergerakan barang dan modal; 
5. Polamigrasi penduduk; 
6. Karakteristik budaya (suku, adat, agama, dan ras). 

4.1.3 Ekonomi ·Regional 
Analisis ekonomi dilakukan W1tuk mewujudkan ekooomi wilayah . 
yang sustained melalui keterkaitan ekonomi lokal dalam sistem 
ekonomi wilayah yang lebih luas (regional, nasional, dan 
internasional). Dalam pengertian tersebut, analisis ekonomi 
diarahkan untuk menciptakan keterkaitan intra-regional (antar 
kawasanlkabupatenlkota) dan inter-regional (antar wilayah). 
Dari analisis ini, diharapkan diperoleh pengetahuan mengenai 
karakteristik perekonomian wilayah propinsi dan ciri-ciri ekonomi 
kawasan dengan mengidentifikasi wilayah basis ekonomi propinsi, 
sektor-sektor unggu1an, besaran kesempatan keija, pertumbuhan 
dan disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupatenlkota eli 
wilayah propinsi. 
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Kebutuhan Data/Peta 
Data dan/atau peta perekonomian yang dibutuhkan adalah sebagai 
berikut: 
I. Produk Domestik Regional Bruto; 
2. Income per capita; 
3. APBD; 
4. Jumlah dan besar investasi pemerintah dan swasta; 
5. Jumlah tenaga kerja di sektor formal dan informal; 
6. Jumlah pengangguran; 
7. Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara. 

4.1.4 Sumberdaya Manusia 
Analisis sumberdaya manusia dilakukan untuk memahami aspek­
aspek kependudukan terutama yang memiliki pengaruh timbal batik 
dengan pertumbuhan perkembangan sosial dan ekonomi. Selain 
itu, aoalisis sumber daya manusia dilakukan untuk memahami 
faktor-faktor sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi 
perkembangan wilayah serta hubungan kausalitas diantara faktor­
faktor tersebut. dari basil aoalisis ini dapat diketahui sebaranl 
distribusi, struktur, kualitas, karakteristik masyarakat, tingkat 
pertwnbuhan penduduk, kendala dalam pengembaogan serta pot:msi 
sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan. 

Kebutuhan Data/Peta 
Data sumberdaya maousia yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 
I. Jumlah penduduk; 
2. Kepadatan penduduk; 
3. Pertumbuhan penduduk; 
4. Penduduk menurut mata pencaharian; 
5. Penduduk menurut tingkat pendidikan; 
6. Penduduk menurut struktur usia; 
7. Penduduk menurut struktur agama; 
8. Penduduk menurut jenis kelamin; 
9. Penduduk menurut struktur pendapatan; 
10. Jumlah kepala keluarga; 
11. Angka kelahiran dan angka kematian; 
12. Tingkat mobilitas penduduk; 
13. Tingkat harapan hidup; 
I4. Tmgkat buta huruf. 

50 - Peclomon Penyusunan RTRW Propfnsl -



4.1.5 Sumberdaya Buatan 
Secara wnum, analisis swnberdaya buatan dilakukan wituk llll2l13hami : 
• Kondisi dan pelayanan sarana dan prasarana wilayah; 
• Potensi dan kemungkinan kendala yang dihadapi dalam 

peningkatan pelayanan sarana dan prasarana wilayah, terutama 

yang melayani kegiatan lintas kawasan/kabupaten/kota. 

i. Sistem Prasarana Transportasi 
Analisis sistem prasarana transportasi yang meliputi transportasi 
darat, air, dan udara dilakukan untuk memperoleh gambaran 
mengernu: 
• Keterkaitan fungsional dan ekonomi antar kawasan/ 

kabupatenlkota baik dalarn wilayah maupun antar wilayah 
propinsi, dengan melihat pengumpul basil produksi, pusat 
kegiatan transportasi, dan pusat distribusi barang dan jasa; 

• Kecenderungan perkembangan prasarana transportasi yang 
ada; 

• Aksesibilitas pusat-pusat kegiatan di wilayah propinsi. 

Kebutuhan DaiD/Peta 
Data dan peta sistem prasarana transportasi darat yang dibutuhkan 
adalah sebagai berikut : . 
I. Pola jaringan jalan dan rei kereta api; 
2. Kondisi jalan; 
3. Status dan fimgsi ja1an; 
4. \blume aliran barang dan penumpang; 
5. Pola pefBCI3kan (asal dan tujuan) barang dan peoumpang; 
6. Lokasi dan volwne bongkar-muat di tenninal. 

Data dan peta sistem prasarana transportasi air (suogai, danau, 
penyeberangan, dan laut) yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : 
I. Pola jaringan/alur pelayaran; 
2. Jcnis-jenis pelayaran~ 
3. Asal dan tujuan pelayaran; 
4. Volwne aliran barang dan penumpang pelayaran; 
5. Lokasi dan volume bongkar-muat di pontonldermagal 

pelabuhan. 
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Data dan peta sistem prasarana transportasi udara yang dibutuhkan 
adalah sebagai berikut : 
I. Pola jaringan penerbangan; 
2. Jenis-jenis penerbangan; 
3. Asal dan tujuan penerbangan; 
4. Volume aliran barang dan penumpang; 
5. Lokasi dan kapasitas bandar udara. 

u. Sistem Prasarana Pengairan 
Analisis sistem prasarana pengairan dilakukan untuk memperoleh 
gambaran mengenai : 
• Keterkaitan fungsional antara sumber-sumber air baku 

dengan lokasi atau kawasan industri, pertanian, permukiman. 
dan sebagainya yang bersifat lintas kabupaten atau kota di 
wilayah propinsi; 

• Kecenderungan perkembangan pelayanan prasarana 
pengairan yang ada; 

• Kondisi sumber air dikaitkan dengan upaya pelestarian; 
• Standar kebutuhan air baku pada masing-masing kegiatan. 

Kebutuhan Data/Peta 
Data sistem prasarana pengairan yang dibutuhkan adalah sebagai 
berikut: 
1. Kebutuhan air; 
2. Polajaringan pengairan/irigasi; 
3. Kapasitas dan volwne pelayanan pengairan; 
4. Luas area yang terlayani dan volume pemakaian; 
5. Lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasilbangunan pengairan; 
6. Lokasi, jenis, dan kapasitas sumber-sumber air. 

iii. Sistem Prasarana Wilayah Lainnya 
Termasuk di dalam sistem prasarana wilayah lainnya adalah 
prasarana energillistrik, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan 
(sampah, air limbah dan air bersih), dan sebagainya. Identifikasi 
ini dimaksudkan untuk menemui dan mengenali fungsi, kondisi, 
dan tingkat pelayanan prasarana wilayah tersebut. 
Kebutuhan data yang harus dipenuhi adalah pola jaringan, kapasitas 
dan volume pelayanan, luas area dan volume pelayanan, serta 
lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasi. 
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4.1.6 Sumberdaya Alam 
Analisis terhadap sumberdaya alarn dimaksudkan untuk memahami 
kondisi, daya dukung lingkungan, dan untuk memahami tingkat 
peikembangan peman.fuatan sumberdaya laban/tanah, sumberdaya 
air, sumberdaya udara, sumberdaya hutan, dan sumberdaya alam 
lainnya serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam 
menunjang perkembangan lintas kawasan/kabupaten/kota di dalam 
wilayah propinsi. 

i. Sumberdaya Tanah 
Analisis sumberdaya taDah dilakukan untuk mengidentifikasi 
potensi pengembangan berdasarkan kesesuaian tanah 
merekomendasikan tentang peruntukan bagi kegiatan budidaya 
(kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, pariwisata, 
pertambangan, industri, dan lain-lain) dan kawasan lindung. 

Kehutuhan Data/Peta 
Data dan peta sumberdaya tanab yang dibutubkan adalah sebagai 
berikut: 
1. Ketersediaan laban; 
2. Kemiringan laban; 
3. Jeuis tanab; 
4. Geologi tata J.ingkungan; 
5. Morfologi; 
6. lklim. 

ii. Sumberdiaya Air 
Analisis terhadap sumberdaya air dilakukan untuk memahami . 
bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian 
pemanfaatan sumberdaya air, di antaranya sunga.i yang dapat 
mengalir melalui beberapa kabupaten seliingga kebijaksanaan yang 
mengatur sungai tersebut hams memperhatikan kepentingan sistem 
wilayah yang lebih luas (lintas kabupaten atau kota). 

Kebutuhan Data/Peta 
Data sumberdaya air yang diperlukan meliputi : 
I. Peruntukan dan debit air; 
2. Curah hujan tahunan; 
3. Distribusi hujan; 
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4. Hidrologi (pola aliran sungai); 
5. Hidrogeologi (air tanah dan permukaan); 
6. Sebaran sumber air; 
7. Daerah resapan air; 
8. Rawa dan daerah banjir. 

iii. Sumberdaya Udara 
Analisis terhadap sumberdaya udara dilakukan untuk mengetahui 
bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian 
pemanfaatan sumberdaya udara dalam rangka pengembauga.n 
kawasan yang menjaga kualitas udara dalam sistem wilayah 
propinsi yang terdiri dari sejumlah kawasanlkabupatenlkota. · 

Keblltlllltu~ DtlttiiPetll 
Analisis terhadap sumberdaya udara membutuhkan data/peta 
berikut: 
I. Jalur-jalur penerbangan; 
2. Kegiatan produksi yang menimbulkan pencemaran udara. 

iv. Sumberdaya HutaD 
Analisis terbadap.sumberdaya hutan dilakukan untlik mengetahui 
daya dukunglkemampuan kawasan dalam menunjang fungsi hutan 
baik untuk perliodnngan maupun kegiatan produksi. Selain itu, 
analisis ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian laban bagi 
penggunaan hutan produksi tetap dan terbatas, hutan yang dapat 
dikonversi, hutan J.indung, dan sebagainya. 

Kebutull1111 DtlttiiPeta 
Data dan peta sumberdaya hutan yang diperlukan adalah sebagai 
berikut: 
I. Sebaran dan luas hutan produksi terbatas; 
2. Sebaran dan luas hutan produksi tetap; 
3. Sebaran dan luas hutan yang dapat dikonversi; 
4. Sebaran dan luas hutan lindung; 
5. Densitas dan produksi basil hutan. 

v. Sumberdaya Alam Lainnya 
Analisis sumberdaya alam lainnya dapat mencakup sumberdaya 
hayati dan non-hayati yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-
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bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanf;wan 
sumberda.ya. t~~but 

4.1. 7 Sistem Permukiman 
Analisis sistem permukilT'.an dilakukan untuk memahami kondisi, 
jumlah, jenis, letak, ukuran, dan keterkaitan antar kegiatan-kegiatan 
permukiman di wilayah propinsi yang dapat bersifat lintas 
kabupatenlkota dan digambarkan dengan sistem hirarki dan fungsi 
kawasan permukiman. 

Kebutuhan Data/Peta 
Data/peta sistem permukiman yang dibutuhkan adalah : 
1. Kondisi permuk.i\nan; 
2. Jumlah permukllna..1; 
3. Jenis permuk:iman; 
4. Letak dan sebaran konsentrasi kegjatan permukiman 

perkotaan dan perd . ..7.>aan; 
5. Luasan permukiman. 

4.1.8 Penggunaan Laban 
Analisis penggunaan lahan dilakukan untuk mengetahui bentuk­
bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan 
laban untuk kegiatan budidaya dan lindung. Selain itu, dengan 
analisis ini dapat diketahui besarnya fluktuasi intensitas kegiatan 
di suatu kawasan, perubahan, perluasan fungsi kawasan, okupasi 
kegiatan tertentu terhadap kawasan., benturan kepentingan lintas 
kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang, kecenderungan pola 
perkembangan kawasan budidaya dan pengaruhnya terhadap 
perkembangan kegiatan sosial ekonomi serta kelestarian 
lingkungan. 

Kebutuhan Data/Peta 
Data/peta penggunaan lahan yang dibutuhkan adalah : 
1. Jenis dan intensitas penggunaan laban; 
2. Luas lahan; 
3. Status laban; 
4. Perubahan fungsi lal1an; 
5. Ketersediaan lahan. 
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4.1.9 Kelealbapan 
Analisis kelembagaan dilakukan untuk memahami kapasitas 
Pemerintah Propinsi dalam menyelenggarakan pembangunan yang 
mencakup struktur organisasi dan tata laksaoa pemerintahan, 
sumberdaya manusia, saraoa dan prasarana kerja, produk-produk 
pmgaturan serta organisasi non-pemerintah (Ornop) dan perguruan 
tinggi. 

Kebutuhan Dota/Peta 
Data kelembagaan yang dibutuhkan adalah : 
1. Sruktur organisasi; 
2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia; 
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasaraoa kerja; 
4. Produk-produk Peraturan; 
5. Bentuk-bentuk keterlibatan organisasi non-pemerintah dan 

perguruan tinggi. 

4.1 SUBSTANSI RTRW PROPINSI 
· Dalam jenjang perencanaan, RTRW Propinsi tidak hanya berbeda 

dalam hal tingkat ketelitian (skala) peta dan jangka waktu 
pereoamaannya namun juga dalam hal substansi yang terkandung 
di dalamnya. Apabila RTRW Kabupaten/K.ota adalah berupa 
rencaua dan indikasi program pembangunan internal kabupaten/ 
kota, maka IURW Propinsi pada jenjang diatasnya merupakan 
araban kebijaksanaan yang terutama mengakomodasikan hubungan 
dan keterkaitan antar kawasanlkabupatenlkota. RTRW Propinsi 
tentiri dari : 
1. Araban Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang; 
2. Araban Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan 

Budidaya; 
3. Araban Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan 

Perkotaan, dan Kawasan Tertentu; 
4. Araban Pengembangan Kawasan Permukiman, Kehutanan, 

Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata, dan 
Kawasan Lainnya. 

5. Araban Pengembaogan Sistem Pusat Permukiman Perdesaan 
dan Perkotaan; 

6. Araban Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah yang 
Meliputi Prasarana Transportasi, Telek01nunikasi, Energi, 
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Pengairan dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan; 
7. Araban Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan; 
8. Araban Kebijaksanaan Tata Guna Tanah, Air, Udara, dan 

Sumberdaya Alam Lainnya. 

4.2.1 Araban Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang 
Araban Struktur Pemanfaatan Ruang merupakan kebijakan 
penyusunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, 
lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkau secara 
hirarkis dan berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk 
struktur ruang propinsi. lsi Araban Struktur Pemanfaatan Ruang 
diantaranya meliputi hirarki pusat-pusat permukiman perkotaan 
(PKN, PKW, dan PKL) dan perdesaan, hirarki sarana dan 
prasarana, sistem jaringan transportasi seperti sistem jalan arteri, 
jalan kolektor. dan kelas terminal. 
Araban Pola Pemanfaatan Ruaug menggambarkan kebijakan letak, 
ukuran, fungsi dari keg:ata11-kegiatan budidaya dan lindung. lsi 
Araban Pola Pemanfaatan Ruang mencakup delineasi (batas-batas) 
kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan 
lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan linduog 
seperti di bawah ini : 

A. Kawasan Lindung 
a. Kawasan yang memberikan perliDchmgan kawasan 

bawahannya; 
1. Kawasan hutan lindung 
2. Kawasan bergambut 
3. Kawasan konservasi dan resapan air 

b. Kawasan perlindungan setempat: 
1. Sempadan pantai 
2. Sempadan sungai 
3. Kawasan sekitar danaulwaduk 
4. Kawasan sekitar mata air 
5. Kawasan terbuka hijau tennasuk didalanmya 

hutankota 
c. Kawasan suaka alam : 

1. Cagar alam 
2. Suaka margasatwa 
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d. Kawasan pelestarian alam : 
1. Taman nasional 
2. Taman hutan raya 
3. Taman wisata alam 
4. Kawasan eagar budaya 

e. Kawasan rawan bencana alam : 
1. Kawasan rawan letusan gunung merapi 
2. Kawasan rawan gempa bumi 
3. Kawasan rawan tanah longsor 
4. Kawasan rawan gelombang pasang dan banjir 

f. Kawasan lindung lainnya : 
1. Taman buru 
2. Cagar biosfer 
3. Kawasan perlindungan plasma nutfah 
4. Kawasan pengungsian satwa 
5. Kawasan pantai berhutan bakau 

B. Kawasan Budidaya 
a. Kawasan hutan produksi : 

1. Kawasan hutan produksi terbatas 
2. Kawasan hutan produksi tetap 
3. Kawasan hutan yang dapat dikonversi 
4. kawasan ht1tan rakyat 

b. Kawasan pertanian : 
1. Kawasan pertanian lahan basah 
2. Kawasan pertanian laban kering 
3. Kawasan tanaman tahunanlperkebunan 
4. Kawasan peternakan 
5. Kawasan perikanan 

c. Kawasan pertambangan : 
1. Golongan bahan galian strategis 
2. Go Iongan bahan gal ian vital 
3. Go Iongan bahan galian yang tidak termasuk 

kcdua golongan di atas 
d. Kawasan peruntukan industri 
e. Kawasan pariwisata 
f. Kawasan permukiman 

58 - Pedoman Penyusunan RTRW Proplnsl -



4.2.2 Araban PengeJolaan Kawasan Lindung dan Budidaya 
Araban Pen~elolaan Kawasan Lindung dan Budidaya mencakup 
strategi dan ketentuan pelestarian kawasan lindung beserta strategi 
dan ketentuan pengembangan kawasan budidaya yang telah 
didelineasikan. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk 
mencegah kerusakan fungsi lingkungan. Sedangkan pengelolaan 
kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan 
basil guna pemanfaatan ruang, menjaga kdestarian lingkungan serta 
menghindari konflik pemanfaatan ruang. 

4.2.3 Araban pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan, dan 
Tertentu 
Araban pengelolaan kawasan perdcsaan, perkotaan, dan tertentu 
mencakup stra.tegi yang ditempuh untuk lebih meningkatkan 
hubunganlketerkaitan fungsi a..'1tar kawasan serta keterkaitannya 
dengan sistem jaringan prdSal"3Da transportasi dan sistem prasarana 
lainnya. 
Dalam hal ini perlu ditem~dcan baga.imana kota dikembangkan agar 
dapat memicu pertumbuhan dan pemerataan, bagaimana desa 
dikembangkan sesuai dengan strategi ·pengembangan kawasan 
produksi, seua bagaimana kawasan tertentu dikembangkan sesuai 
dengan strategi pengembangan sektor produksi. 

4.2.4 Araban Pengembangan Kawasan Permukiman, Kebutanan, 
Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata du 
Kawasan Lainnya 
Arahan ini menjabarkan strategi pengembangan kawasan 
pennukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian,. 
pariwisata dan kawasan lainnya dengan prinsip optimasi dalam 
upaya mening)r.atkan kemampuan produksi. 

4.2.5 ArU.O Penaembmlpa Sistenl Pusat Permukiman Perdes•• 
dan Perkotaan 
Araban ini mencakup penentuan pusat-pusat permukiman 
perdesaan, permukiman perkotaan dan keterkaitan di antara pusat­
pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, serta kebijakan 
pengembangannya dengan melibat struktur kota-kota di wilayah 
propinsi. 

- Pedoman Penyusunan RTRW Proplnsl -



4.2.6 Araban Pengembangan Sistem Prasarana Wilayab 
Araban Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah meliputi sistem 
prasarana transportasi, pengairan, energi, telekomunikasi, 
pengelolaan lingkungan, dan sistem prasarana lainnya. 

i. Araban Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi 
Araban pengembangan sistem prasarana transportasi mencakup 
kebijakan pengembangan sistem prasarana transportasi darat, laut 
dan udara yang memuat dua peranan, yaitu : 
1. Untuk menciptakan dan mendukung keterkaitan antar 

kawasanlkabupateolkota di dalam wilayah (intra-regional 
linkage); dan 

2. Untuk menciptakan dan mendukung keterkaitan antar 
wilayah (inter-regional linkage). 

ii. Araban Pengembangan Sistem Prasarana Pengairan 
Araban pengembangan sistem prasarana pengairan mencakup 
kebijakan pengembangan sistem prasarana pengairan untuk 

· meningkatkan ketersediaan dan keteJjangkauan pelayanan air baku 
bagi kegiatan permukiman dan kegiatan produksi dengan 
memperbatikan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau Satuan 
Wtlayah Sungai (SWS). 

iii. Araban Pengembangan Sistem Prasarana Energi 
Araban pengembangan sistem prasarana energi mencakup 
kebijakan pengembangan sistem prasarana energi/listrik untuk 
Jllellinskatkan ketersOOiaan energillistrik bagi kegiatan permukiman 
dan kegiatan produksi. 

w. Araban Pengembangan Sistem Prasarana Telekonumikasi 
Araban pengembangan sistem prasarana telekomunikasi mencakup 
kebijakan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi untuk 
meningkatkan ketcrsediaan dan penyediaan infonnasi bagi kegiatan 
sosial, ekonomi, budaya, pertabanan dan keamanan. 

v. Araban Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan 
Linglmngan 
Araban pengembangan sistem prasarana· pengelolaan 1ingkungan 
mencakup kebijakan pengembangan sistem prasarana pengelolaan 
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lmgkungan untuk meningkatkan pelayanan limbah padat, cair, den 
udara. 

vi. Araban Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah Lainnya 
Araban pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya mencakup 
kebijakan pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya untuk 
meningkatkan ketersediaan dan penyediaan sumber daya bagi 
kegiatan pennukiman, produksi, jasa, dan sosial ekonomi. 

4.2. 7 Araban Pengembangan Kawasan yang Diprioritaskan 
Araban Pengembangan Kawasan yang Dipriori1askan meliputi dua 
tipe kawasan prioritas, yaitu · 
1. Kawasan yang relatif cepat pertumbuhan/perkembangan 

kegiatannya; 
2. Kawasan yang di dt:Jamnya dimungkinkan bagi 

perkembangan sektor-selr.."ttr stratcgis dan memberikan 
sumbangan bagi perkembaogan wilayah. 

4.2.8 Araban Kebijaksanun Tata Guna Tanah, Air, Udara dan 
Sumberdaya Alam Lailmya · 
Araban Kebijaksanaan Tata Guna Tanah, Air, Udara, dan 
Sumberdaya Alam Lainnya berisi araban mengenai peoguasaan, 
penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dijabarkan 
dalam mekanisrne peoguasaan, pmggnnaan) dan pemanfiudan serta 

pengendaliannya. 
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LAMPIRAN A Contoh Peta Arahan Struktur Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Propinsi 
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LAMPIRAN B Contoh Peta Arahan Pola Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Propinsi 
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·l...mlphn C Contoh Tabel Petkiraan Biaya P8nyueunan RTRW 

No Uraian Satuan Vol ~me Biaya (Rp) Jwnlah(Rp) 

TOTAL SATUAN BIAYA 

A GAJI UPAH TENAGA AHLI 
1 Team L.eader.-Perencana Wllayah 1x7bl 
2 Ahli Ekonomi Wilayah 1x7 bl 
3 Demografer 1x6 bl ' 
4 Ahli Prasarana Wilayah 1x6 bl 
5 Ahli l<elembagaan 1x6 bl 
6 Geografer 1x3 bl 
7 Ahli Geologi Lingkungan 1x3bl 
8 Perencanaan Kota 1x3 bl 
9 Ahli Sistem lnformasi 1x3 bl 
10Ahli Hidrologi 1x3 bl 
11 Ahli Pertanian 1x3 bl 

- TENAGA PENUNJANG 
1 Sekmlaris 1x7 bl 
2 Opelalor Komputer 1x7bl 

8 BIAYA NON PERSONtl.. 
1 Biaya Kantor 

1.1 Alai Tulia Kantor 
1.2 K.omputer, Fax, Telefon 

2 Biaya Perjalanan 

c BIAYA LAIN-LAIN 
1 Penggandaan data 
2 Penggandaan laporan 
3 Biaya diskusi 
4 Lolailcarya 
5 ..... 

- Pedomon Penyusunon RTRW Proplns/ -



- Pedoman Penyusunan RTRW Prop(nsl -





~. Kolek 
., Perpu 
... '•lt)!/,\ll 
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